BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. Aspek Geografis dan Demografis 
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Luas wilayah administrasi Kabupaten Tabalong berdasarkan Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) adalah ± 3.946 Km² atau  ± 394.600 Ha yang secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan. Namun setelah dilakukan penataan batas dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,  luas wilayah Kabupaten Tabalong menjadi  ± 3.646,52 Km² atau ± 364.652 Ha, yang  terdiri dari 12 kecamatan, 122 desa, dan 9 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut : 
· sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
· sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
· sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan; dan 
· sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
Adapun luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan

	No.
	Kecamatan
	Luas (Ha)*
	Persentase thd luas kabupaten (%)
	Kelurahan (buah)
	Desa (buah)

	1
	Banua Lawas
	16.596
	4,56
	-
	15

	2
	Pugaan
	3.572
	0,98
	-
	7

	3
	Kelua
	4.924
	1,35
	1
	11

	4
	Muara Harus
	2.895
	0,79
	-
	7

	5
	Tanta 
	13.085
	3,59
	-
	14

	6
	Tanjung
	22.606
	6,20
	4
	11

	7
	Murung Pudak
	20.481
	5,62
	4
	6

	8
	Haruai
	31.948
	8,76
	-
	13

	9
	Bintang Ara
	34.210
	9,38
	-
	9

	10
	Upau
	15.519
	4,26
	-
	6

	11
	Muara Uya
	173.792
	47,66
	-
	14

	12
	Jaro
	25.024
	6,86
	-
	9

	Jumlah
	364.652
	100
	9
	122
	


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka/BPS, Tahun 2013
Keterangan : *) Luas berdasarkan hasil perhitungan peta administrasi.

Selanjutnya pada gambar 1.1 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten Tabalong berdasarkan peta adminstrasi pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 – 2033.

b. Tofografi 
Ditinjau dari Topografi, pada umumnya wilayah Kabupaten Tabalong di bagian utara merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus terbentang dari arah utara ke selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan daerah datar dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan didominasi oleh dataran rendah dan rawa.
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Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tabalong

Bila dilihat bentang alamnya, ketinggian  wilayah Kabupaten Tabalong mempunyai sebaran ketinggian sebagai berikut; 26 – 100 m (41,34% atau 163.117 Ha), dan 501 - 1000 m dpl (29,78 % atau 117.530 Ha), sedangkan wilayah lainnya memiliki ketinggian 0 – 25 m dpl (5,21% atau 18.750 Ha) dengan pola peyebaran sebagai berikut:
· Dataran rendah terdapat di barat daya (0-7 m dpl) yaitu di Kecamatan Banua Lawas, kemudian kearah timur mulai meninggi (7-25 m dpl) tepatnya di Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Tanjung dan Murung  Pudak.
· Kearah timur dan utara semakin tinggi lagi (25 – 100 m dpl) terdapat di Kecamatan Pugaan, Muara Harus, dan Tanta.
· Diwilayah utara, selatan serta barat laut ketinggiannya 1 – 1000 m dpl yaitu di Kecamatan Jaro, Muara Harus, Muara Uya, Haruai dan Upau. Ketinggian diatas 1000 m dpl hanya terdapat di Kec. Muara Uya.
Kelerengan lahan bervariasi terdiri dari kelerengan 0-2% (94.703 Ha), 3-8% (34.824 Ha), 8-15% (55.366 Ha), 15-25% (90.762Ha), 25-40% (37.590 Ha) dan > 40% (46,750 Ha). Kelerengan terjal/curam terdapat di Kecamatan Jaro, Muara Uya, Haruai dan Upau. Kelerengan 8-15% sampai dengan 25-40% berpotensi untuk perkebunan, lereng 0-8% berpotensi untuk tanaman pangan, lereng 8-15% berpotensi untuk tanaman pangan lahan kering dengan terasering dan lereng > 40% untuk hutan lindung. 

· Geologi
Berdasarkan relief permukaan dan batuan yang menyusunnya, wilayah Kabupaten Tabalong terbagi dalam 6 (enam) satuan geomorfologi.
1)   Satuan Geomorfologi Dataran Aluvium
Satuan ini menempati bagian barat daya, merupakan dataran aluvium sungai dan rawa dengan relief permukaan datar yang mempunyai kemiringan kurang dari 5%. Bentang alam dataran aluvium sungai dan rawa berada pada elevasi mencapai 10 m di atas permukaan laut dan umumnya ditumbuhi oleh hutan rawa. Satuan ini disusun oleh endapan aluvium sungai dan rawa, umumnya bersifat kurang padu hingga lepas, terdiri dari pasir, lanau, lempung dan Lumpur. Pada beberapa tepian sungai utama seperti Sungai Tabalong dan beberapa anak cabangnya, merupakan daerah dataran limpah banjir yang disusun oleh endapan aluvium sungai. Penggunaan lahan yang ada saat ini, untuk sekitar permukaan ditumbuhi oleh sawah, sedangkan di sekitar permukaan ditumbuhi oleh tanaman sawah, sedangkan di sekitar tepian sungai ditumbuhi oleh tanaman rawa.
2)   Satuan Geomorfologi Bergelombang
Satuan geomorfologi ini menempati bagian tengah dan selatan. Relief permukaan bergelombang lemah dengan kemiringan lereng dari 3% s/d 15% dan elevasi dari 10m s/d 75m di atas permukaan laut. Satuan geomorfologi ini disusun oleh batuan sedimen berumur tersier yang telah mengalami lipatan dan patahan dari formasi Dahor, Warukin, Berai dan Tanjung. Batuan ini terlipat lemah dan pada bentang alam ini menunjukkan ujung dari sumbu lipatan. Penggunaan lahan yang ada yaitu pertanian lahan kering, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, belukar dan permukiman setempat.
3)   Satuan Geomorfologi Perbukitan Sedimen Berelief Rendah
Satuan geomorfologi ini berada pada bagian tengah dan barat, menunjukkan relief permukaan rendah dengan kemiringan lereng 15% - 30% dan elevasi dari 75m hingga 100m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batuan sedimen berumur tersier dari formasi Warukin dan Tanjung yang terlipat dan terpatahkan. Pola pengaliran sungai umumnya dendritik dengan kerapatan sedang. Penggunaan lahan yang ada yaitu hutan dan belukar.
4)   Satuan Geomorfologi Perbukitan Sedimen Berelief Sedang
Satuan geomorfologi ini berada pada bagian timur dan barat, menunjukkan relief permukaan sedang dengan kemiringan  30%-45% atau lebih dan elevasi dari  100 m s/d 150 m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batuan sedimen berumur tersier dari formasi Berai dan Tanjung yang berlipat dan terpatahkan. Di beberapa tempat yang disusun oleh batu gamping membentuk topografi kars.
5)	Satuan Geomorfologi Perbukitan Sedimen dan Gunung Api Berelief Tinggi
Satuan geomorfologi ini berada pada bagian timur, tengah dan barat laut, yang menunjukkan relief permukaan tinggi dengan kemiringan lebih dari 45%, dengan elevasi dari 150 m s/d 800 m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batuan sedimen  berumur tersier dan pra tersier dari formasi Berai, Tanjung, Pitap, Haruyan dan setempat intrusi granit batanglai yang mengalami tektonik berupa lipatan dan patahan. Satuan morfologi ini merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Meratus. Di beberapa tempat yang disusun oleh batu gamping membentuk topografi kars. Pola pengaliran sungai umumnya dendritik dengan kerapatan tinggi. Penggunaan lahan yang ada yaitu hutan lindung, hutan produksi dan belukar.
6)   	Satuan Geomorfologi Perbukitan Batu Gamping
Satuan geomorfologi ini berada di bagian tengah, yang merupakan punggungan bukit yang memanjang relatif barat daya – timur laut dengan relief permukaan tinggi. Kemiringan lereng lebih dari 45% dengan elevasi dari 100 m hingga 300 m di atas permukaan laut. Batuan yang menyusunnya adalah batu gamping dari formasi Berai. Penggunaan lahan yang ada yaitu hutan produksi dan hutan konversi/lindung.

Susunan lapisan batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tabalong terdiri dari 9 formasi batuan. Berikut ini uraian lapisan batuan dari yang muda hingga tua.
1)   Endapan Aluvium (Qa)
Endapan aluvium ini membentuk dataran aluvium di bagian barat daya yang disusun oleh sedimen yang mempunyai konsistensi lunak hingga lepas yaitu lumpur, pasir, lempung, lanau, kerikil, kerakal, dan gambut yang berwarna kelabu hingga hitam dengan ketebalan endapan aluvium diperkirakan lebih dari 5 m.
2)   Formasi Dahor (Tqd)
Formasi ini menempati bagian selatan  yang secara administratif masuk Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Muara Harus dan Pugaan. Formasi ini disusun oleh batu pasir kuarsa bersisipan lempung dan limonit, umumnya mudah hancur, setempat berkerakal kuarsa asap, andesit, berlapis buruk yang diendapkan dalam lingkungan darat dan menindih secara tidak selaras di atas formasi Warukin dengan ketebalan mencapai 750 m.
3)   Formasi Warukin (Tmw)
Formasi ini menempati bagian selatan dan timur wilayah Kabupaten Tabalong yang secara administrasi masuk kedalam wilayah Kecamatan Pugaan, Muara Harus, Tanta, Murung Pudak dan Haruai. Formasi Warukin disusun oleh perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung bersisipan serpih, batu bara dan batu gamping dengan ketebalan lapisan rata-rata 2m. Batu pasir dan batu lempung ini karbonatan dan mengandung konkresi besi yang diendapkan dalam lingkungan pengendapan neritik dan secara keseluruhan ketebalan lapisan formasi ini mencapai 1.500 m.
4)   Formasi Berai (Tmb)
Formasi ini penyebarannya mulai dari bagian selatan dan menyebar ke bagian utara wilayah Kabupaten Tabalong searah dengan arah jurus perlapisan yang secara administrasi termasuk pada wilayah Kecamatan Banua Lawas, Tanjung, Haruai dan Jaro. Formasi berai ini didominasi oleh batu gamping bioklastik yang membentuk topografi karst setempat berselingan dengan napal dan batu pasir yang diendapkan dalam lingkungan pengendapan neritik dan menumpang secara selaras di atas formasi tanjung, dan mempunyai ketebalan mencapai 1.250 m.
5)   Formasi Tanjung (Tet)
Formasi ini menempati bagian tengah dan memanjang ke utara searah dengan arah jurus perlapisan, yang secara administrasi berada pada bagian wilayah Kecamatan Haruai dan Muara Uya. Formasi tanjung ini disusun oleh perselingan konglomerat, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan serpih, batu bara dan batu gamping yang diendapkan dalam lingkungan pengendapan fluviatil hingga delta yang menindih secara tidak selaras formasi Pitap dan ditindih secara selaras oleh formasi Berai. Formasi ini mempunyai ketebalan lapisan mencapai 400 m.
6)   Formasi Pitap (Ksp)
Formasi ini merupakan salah satu formasi batuan yang membentuk pegunungan meratus, yaitu menempati bagian timur dan timur laut, yang secara administrasi berada pada wilayah Kecamatan Upau, Jaro dan Muara Uya. Formasi Pitap ini disusun oleh endapan flysch yang terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung, batu lanau, serpih, breksi aneka bahan, olistolit batu gamping dan lava basal. Formasi ini menjemari dengan formasi Haruyan dalam lingkungan pengendapan rumpang palung – busur dan mempunyai ketebalan mencapai 400 m.
7)   Formasi Haruyan (Kvh)
Formasi ini menempati bagian barat dan timur wilayah Kabupaten Tabalong yang secara administrasi berada pada wilayah Kecamatan Haruai, Muara Uya dan Jaro. Formasi Haruyan ini disusun oleh lava basal, breksi aneka bahan, dan tufa. Komponen breksi aneka bahan terdiri dari basal, rijang, batu lanau dan grewake. Formasi ini mempunyai ketebalan mencapai 1.250 m.



8)   Olistolit Kintap (Kok)
Formasi ini sebagai olistolit dalam formasi kintap, yang terdiri dari batu gamping kelabu kehitaman bersifat padat dan banyak mengandung fosil Orbitulina Conoides.
9)   Granit Batanglai (Kgb)
Formasi ini merupakan batuan terobosan (intrusi) yang menempati sebagian kecil wilayah Kabupaten Tabalong yaitu di sekitar Kecamatan Muara Uya bagian timur. Formasi ini disusun oleh granit, monzonit, granodiorit, adamelit dan granit aplit. Batuan ini mengandung senolit granulit dan amfibolit. Formasi batuan ini melalui proses hidrotermal yang menghasilkan cebakan mineral logam seperti besi di sekitarnya.

· Hidrologi 
Daerah Kabupaten Tabalong sebagian besar dilalui oleh sungai, sekitar 89% desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong dilalui aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Tabalong sepanjang ± 75 Km dengan lebar 60 meter.  Sungai ini merupakan gabungan dari Sungai Tabalong Kiwa dan Sungai Tabalong Kanan yang berhulu di Pegunungan Meratus. Debit air rata-rata sebesar 124,5 m³/detik. Jika hujan turun berlebihan kapasitas sungai Tabalong tidak mencukupi dan akan terjadi banjir pada daerah rendah seperti Banua Lawas, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Tanta.  Pola aliran Sungai Tabalong berikut anak sungainya dapat dilihat pada Gambar 2.2 (Pola Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong).
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Gambar 2.2. Pola Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan pola aliran sungai terdapat 1 DAS yang terbagi atas dua sub DAS  dan enam sub-sub DAS dengan luas catchment area masing-masing sebagai berikut :
· DAS Tabalong  73.581 Ha
· Sub DAS Tabalong Kiwa 26.110 Ha dan Tabalong Kanan 38.261 Ha
· Sub-Sub DAS Ayu 42.812 Ha, Uwi 39.504 Ha, Tutui 36.818 Ha, Misim 39.792 Ha, Kumap 40.470 Ha dan Jaing 22.647 Ha.

Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Misim. 
Sungai-sungai lain yang terdapat di Kabupaten Tabalong antara lain sungai Anyar, sungai Jaing, dan sungai Kinarum.

· Klimatologi

Iklim di Kabupaten Tabalong beriklim panas (tropis), Kelembaban udara maksimum pada tahun 2012 berkisar antara 92% – 99% dan kelembaban udara minimum antara 73% -  87%, sementara kelembaban udara rata-rata setiap bulan adalah 87% – 93%. 
Temperatur  udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Temperatur maksimum di Kabupaten Tabalong 28º C sampai dengan 32º C, temperatur udara minimum berkisar antara 23º sampai 26º C dan temperatur udara rata-rata 25ºC sampai 28º C.  
Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan maksimum pada tahun 2012 terjadi pada bulan Desember yaitu 155 mm sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Juli dan Agustus yaitu 0 mm. Jumlah seluruh curah hujan selama tahun 2012 adalah  2.811 mm dan jumlah hari hujan adalah 156 hari.
Rata-rata penyinaran matahari yang dipantau pada pukul 06.00 – 18.00 terlihat intensitas cukup bervariasi tiap bulannya. Penyinaran matahari dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Juli  yaitu 62,5 persen dan intensitas terendah terjadi pada bulan Maret yaitu 17 persen.
Kondisi klimatologi di Kabupaten Tabalong disajikan pada Tabel 2.2 (Curah dan Hari Hujan, Temperatur, Kelembaban Udara Serta Penyinaran Matahari di Kabupaten Tabalong).

Tabel 2.2.
Jumlah Curah dan Hari Hujan, Temperatur, Kelembaban udara
serta Penyinaran Matahari Di Kabupaten Tabalong

	Bulan
	Curah Hujan
Rata-rata (mm)
	Hari Hujan
(hari)
	Temperatur
Udara        Rata-rata (oC)
	Kelembaban
Udara       Rata-rata (%)
	Penyinaran
Matahari
(%)

	Januari
	7,4
	17
	28
	89
	38

	Februari
	9,1
	16
	28
	89
	18

	Maret
	12
	23
	26
	93
	17

	April
	9,5
	16
	27
	90
	34

	Mei
	3,7
	8
	27
	90
	49

	Juni
	4
	9
	27
	93
	61

	Juli
	9,5
	8
	26
	92
	62,5

	Agustus
	4
	10
	26
	90
	59

	September
	1,7
	4
	26
	91
	47,5

	Oktober
	3
	8
	26
	87
	51

	Nopember
	7,5
	16
	26
	88
	31

	Desember
	20,5
	21
	25
	89
	27,5


Sumber : Monografi Kabupaten Tabalong Tahun 2013.
· Jenis Tanah
Tanah di Kabupaten Tabalong terdiri dari lima jenis yaitu Aluvial, Podsolik, Potsol, Organosol Gleyhumus dan Komplek Podsolik Merah Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol. Jenis yang terbanyak adalah adalah tanah Podsolik sebanyak 41,99% atau 151.168 Ha yang terdapat di sembilan kecamatan, kecuali Kecamatan Banua Lawas dan Kelua. Tanah Komplek Merah Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol  seluas 106.766 Ha (29,66%) hanya terdapat di Kecamatan Muara Uya dan Haruai. 
Kemiringan lerengnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan rendah (0-5%), sisanya memiliki kemiringan sedang (15-40%) dan lebih dari 40%.  Kedalaman efektif tanah rata-rata lebih dari 90 cm (97,8%), dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus. 
Berdasarkan jenis tanahnya Kabupaten Tabalong sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan dan kehutanan berbasis agroforestri karena sebesar ± 43,17% dari luas wilayahnya tanah berjenis  podsolik merah kuning.  Jenis tanah podsolik merah kuning ini memiliki sifat yang sangat rentan yaitu mudah tercuci, peka erosi, permeabilitas rendah dan agregat kurang stabil. Jenis tanah ini tingkat kesuburannya sangat tergantung pada jenis vegetasi yang menjadi penutupnya, dan penggunaan jenis tanah ini harus dengan sistem siklus unsur hara tertutup.  Pola yang sesuai untuk dikembangkan adalah agroforestri yaitu pola pengkombinasian tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Untuk pertanian lahan basah cocok pada tanah berjenis aluvial dan organosol gleihumus yang melingkupi ± 5,13% wilayah Kabupaten Tabalong.

· Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong sebagian besar masih berupa hutan sebesar 65,62% dari luas wilayah,  lahan perkebunan sebesar 21,47%, lahan pertanian  sebesar 6,19%, permukiman 5,49%, dan yang lainnya berupa lahan perkantoran, perikanan, perairan dan lain-lain sebesar 1,22%. Penyebaran kawasan hutan terutama terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. 
Arah perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong masih tergantung pada sektor usaha pertanian dan usaha pertambangan dan penggalian. Hal itu dapat dilihat dari peranan sektor usaha tersebut  dalam menyumbang pendapatan daerah yang sangat besar dan berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. 
Sedangkan arah perkembangan penggunaan lahan untuk pemukiman/pedesaan  mengarah pada pola aliran sungai, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah pedesaan yang dilalui oleh sungai dan banyaknya kegiatan dan pegerakan barang dan orang yang terjadi diatas sungai. Sungai telah menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Untuk itu sumber daya air ini harus di jaga termasuk volume air agar tetap dapat bertahan sepanjang masa dan tidak merupakan sebagai sumber bencana pada musim hujan dan hambatan pada musim kemarau.
Pola Wilayah Tanah Usaha (WTU) berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang ada terbagi menjadi 6 WTU yaitu :
1. WTU terbatas dengan ketinggian kurang 7 m dpl, permukaan tanah datar sampai sangat datar dan kadang-kadang terkena banjir , wilayah ini untuk perikanan dan persawahan. 
2. WTU utama Ia, Ib dengan ketinggian 7-25 m dpl, permukaan tanah datar sampai bergelombang ringan, sesuai untuk perikanan dan persawahan. 
3. WTU utama Ic pada ketinggian 25-100 m dpl, permukaan tanah bergelombang, sesuai untuk perkebunan, agroforestri, pertanian tanah kering dan sawah. 
4. WTU utama Id pada ketinggian 100-500 m dpl, permukaan tanah bergelombang sampai berbukit, sesuai untuk perkebunan, agroforestri dan pertanian tanah kering.  
5. WTU utama II 500-100 m dpl, keadaan permukaan tanah berbukit dan bergunung, dimanfaatkan sebagai kawasan lindung. 
6. WTU terbatas II, ketinggian lebih 1000 m dpl, peruntukan untuk kawasan lindung karena kelerengan lebih dari 40%.  
Adapun komposisi jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel  2.3.
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Tabalong

	No.
	Jenis Penggunaan Lahan
	Luas (Ha)
	Persentase (%)

	1.
	Hutan
	239.296
	65,62

	2.
	Perkebunan
	78.279
	21,47

	3.
	Pertanian lahan basah
	18.673
	5,12

	4.
	Pertanian lahan kering dan hortikultura
	3.914
	1,07

	5.
	Pemukiman Perkotaan
	2.784
	0,76

	6.
	Pemukiman Perdesaan
	17.250
	4,73

	7.
	Industri
	1.858
	0,51

	8.
	Perdagangan dan Jasa
	472
	0,13

	9.
	Perkantoran
	70
	0,02

	10.
	Perikanan
	526
	0,14

	11.
	Perairan (sungai)
	1.442
	0,40

	12.
	Lain-lain
	88
	0,02

	Jumlah
	364.652
	100


Sumber : Data diolah dari peta Pola Ruang RTRWK Tabalong Tahun 2013-2033


2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 
Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Tabalong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah tersebut hingga saat ini belum optimal dilakukan terutama melalui intensifikasi potensi wilayah seperti pada lahan pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata, potensi industri dan lain-lain.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya tersebut terdiri atas :
· kawasan peruntukan hutan produksi;
· kawasan peruntukan pertanian;
· kawasan peruntukan perkebunan;
· kawasan peruntukan peternakan;
· kawasan peruntukan perikanan;
· kawasan peruntukan industri;
· kawasan peruntukan pariwisata;
· kawasan peruntukan permukiman;
· kawasan peruntukan pertambangan; dan
· kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas; kawasan hutan produksi tetap; dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(1) Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 53.983 hektar,  yang berada di :
· Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 1.124 hektar;
· Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 44.793 hektar; dan
· Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 8.066 hektar.
(2) Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 96.247 hektar, yang berada di:
· Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 4.390 hektar;
· Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 6.810 hektar;
· Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 25.060 hektar;
· Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 47.847 hektar;
· Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 5.470 hektar; dan
· Kecamatan Upau seluas kurang lebih 6.670 hektar.
(3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 2.397 hektar, yang berada di : 
· Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 2.332 hektar;
· Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 33 hektar; dan
· Kecamatan Kelua seluas kurang lebih 32 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya pertanian lahan basah; kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura;
(1) Kawasan budidaya pertanian lahan basah seluas kurang lebih 18.673 hektar, yang berada di :
· Kecamatan Banua Lawas seluas kurang lebih 3.571 hektar;
· Kecamatan Kelua seluas kurang lebih 1.782 hektar;
· Kecamatan Muara Harus seluas kurang lebih 919 hektar;
· Kecamatan Pugaan seluas kurang lebih 1.521 hektar;
· Kecamatan Tanta seluas kurang lebih 1.004 hektar;
· Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 4.919 hektar;
· Kecamatan Murung Pudak kurang lebih seluas 340 hektar;
· Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 1.103 hektar;
· Kecamatan Upau seluas 416 (empat ratus enam belas) hektar;
· Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 1.334 hektar;
· Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 1.725  hektar;
· Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 40 hektar.
(2) kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura seluas kurang lebih 3.914 hektar, yang berada di :
· Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 385 hektar;
· Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 3.529 hektar.

Optimalisasi lahan pertanian diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian. Peningkatan infrastruktur pertanian mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada sistem irigasi.
Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 22.587 hektar, yang lokasinya tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi :
(1) Kawasan pengembangan perkebunan besar swasta kelapa sawit dan karet seluas kurang lebih 30.745 hektar yang terdapat di Kecamatan Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Haruai, Banua Lawas, Pugaan, Muara Harus dan Kelua; dan
(2) Kawasan pengembangan perkebunan rakyat berupa tanaman karet, kelapa sawit, kelapa dalam,  kopi dan komoditas lainnya seluas kurang lebih 47.534 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan membentuk sentra komoditas karet, kelapa dalam, kepala sawit dan kopi serta hasil komoditas lainnya baik swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta.

Kawasan peruntukan peternakan akan dikembangkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan, meliputi :
(1) Kawasan pusat pembibitan dan pengembangan ternak sapi di Desa Hayup, Surian dan Catur Karya Kecamatan Haruai; Desa Masingai I dan Masingan II Kecamatan Upau; Desa Garagata, Jaro, Nalui, Namun dan Muang Kecamatan Jaro; Desa Argomulyo dan Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara; Desa Kambitin Kecamatan Tanjung; 
(2) Kawasan pembibitan dan pengembangan unggas di Kecamatan Tanta, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Banua Lawas; dan
(3) Kawasan pengembangan ternak sedang (kambing) di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan perikanan, meliputi : kawasan peruntukan perikanan tangkap; kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan kawasan pengolahan ikan.
(1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Kelua, Banua Lawas, Muara Harus dan Tanta;
(2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas :
· Pembenihan dan perbesaran ikan di Desa Kambitin dan Kambitin Raya Kecamatan Tanjung dan Desa Jaro Kecamatan Jaro;
· pengembangan usaha perbesaran ikan di Kecamatan Kelua, Muara Harus, Pugaan, Banua Lawas, Jaro dan Tanjung;
· pengembangan minapadi, yang meliputi Kecamatan Muara Uya, Jaro, Haruai dan Upau.

Kawasan peruntukan industri meliputi : kawasan peruntukan industri besar, sedang dan kecil; serta kawasan peruntukan industri rumah tangga kerajinan dan produk makanan.
(1) Kawasan peruntukan industri besar, sedang dan dikembangkan dalam bentuk zona industri, meliputi :
· kawasan industri Murung Pudak seluas kurang lebih 841  hektar di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak dengan prioritas pengembangan untuk industri agro; 
· kawasan industri Seradang seluas kurang lebih 1.017 hektar yang sebagian terletak di Desa Seradang Kecamatan Haruai dan sebagian terletak di Desa Kaong Kecamatan Upau, untuk industri besar berbahan baku sumberdaya mineral logam dan non logam; dan
· kawasan industri sawit terletak di masing-masing lokasi kebun sawit khusus untuk pembuatan CPO.
(2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga kerajinan dan produk makanan, dikembangkan di seluruh kelurahan dan desa yang berpotensi.
Selain industri tersebut di atas, akan dikembangkan industri pengolahan hasil perkebunan karet berupa pembangunan crumb rubber mini di beberapa desa yang potensi perkebunan karetnya sangat besar.
Pengembangan industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi : kawasan peruntukan pariwisata budaya; kawasan peruntukan pariwisata alam; dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.
(1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas : Mesjid Pusaka Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas, Makam Syech Nafis di Kecamatan Kelua, Mesjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai, dan Pemukiman Suku Dayak di Kecamatan Tanta;
(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas : air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Banua Lawas, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya;
(3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas : Tanjung Puri, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalang jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro.
Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas :
(1)   kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 2.784 hektar yang meliputi seluruh kelurahan dan desa yang berada di wilayah PKL; dan
(2)   kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 17.250 hektar yang meliputi PPK dan PPL serta seluruh desa dan anak desa di setiap kecamatan.

Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas : kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan kawasan peruntukan pertambangan non logam.
(1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara, berupa :
· batubara terdapat di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak, Tanta, Upau,  Haruai, Bintang Ara, Muara Uya, dan Jaro; 
· logam berupa emas terdapat di Kecamatan Jaro dan Murung Pudak;
· biji besi yang terdapat di Kecamatan Jaro dan  Upau;
(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan yang berada di luar kawasan peruntukan kehutanan meliputi :
· wilayah usaha pertambangan batubara PKP2B terdapat di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 6.282 hektar di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 0, hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 3.484 hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 5.885 hektar, di Kecamatan Tanta seluas kurang lebih 3.844 hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 765 hektar;
· wilayah usaha pertambangan batubara menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 1.645 hektar, di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 10.581  hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 689  hektar di Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 2.688 hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.398 hektar, dan
· wilayah usaha pertambangan logam menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 88 hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 94 hektar.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang berada di dalam kawasan peruntukan kehutanan meliputi :
· wilayah usaha pertambangan batubara PKP2B terdapat di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 4.621 hektar, Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 3.129 hektar di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 8.193 hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 5.178 hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.896 hektar, di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 177 hektar;
· wilayah usaha pertambangan batubara menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Bintang Ara seluas kurang lebih 12.308 hektar, di Kecamatan Haruai seluas kurang lebih 2.159 hektar, di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 1.839 hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 27.223 hektar, di Kecamatan Murung Pudak seluas kurang lebih 1.005 hektar di Kecamatan Tanjung seluas kurang lebih 13  hektar, di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1.115  hektar, dan
· wilayah usaha pertambangan logam menurut izin usaha pertambangan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 3.815 hektar, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 3.186  hektar.
(4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Murung Pudak dan Tepian Timur  Kecamatan Murung Pudak; Tanjung dan Kambitin Kecamatan Tanjung; Dahor, Warukin dan Tanta Kecamatan Tanta; Surian Kecamatan Haruai; Kecamatan Kelua, Kecamatan Banua Lawas serta Kecamatan Pugaan, dan ditetapkan sebagai objek vital nasional.
(5) Kawasan peruntukan pertambangan non logam, berupa marmer, batu gamping, andesit, lempung, batu rijang, pasir kuarsa, pasir berangkal, dan kerikil terdapat di Kecamatan Muara Uya, Jaro, Upau,  Bintang Ara, Haruai, Murung Pudak, Tanjung, dan Kelua.
(6) Kawasan peruntukan pertambangan non logam menurut izin usaha pertambangan yang berada di luar kawasan peruntukan kehutanan terdapat di Kecamatan Jaro seluas kurang lebih 18 hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan dan kurang lebih 3 hektar berada dalam kawasan peruntukan kehutanan, di Kecamatan Muara Uya seluas kurang lebih 4 hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan, dan di Kecamatan Upau seluas kurang lebih 1 hektar berada di luar kawasan peruntukan kehutanan dan kurang lebih 331 hektar berada dalam kawasan peruntukan kehutanan.
(7) Kawasan peruntukan pertambangan non logam berupa pasir kuarsa terdapat di Kecamatan Banua Lawas seluas 212 hektar.

Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri dari :
· Komando Distrik Militer (Kodim) 1008 Tanjung; 
· Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh kecamatan;
· Kepolisian Resor (Polres) Tanjung;
· Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh kecamatan;
· Kompi A Yonif-621/Manuntung; dan
· Kiban Yonif-621/Manuntung.

2.1.3. Kawasan Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Tabalong, meliputi :
a. kawasan rawan banjir yang terdapat di Murung Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, di Sp. 3 Pangkalan Kelurahan Hikun, Timbuk Baru Kelurahan Agung, Desa Wayau, Desa Juai, Desa Pangi  Kecamatan Tanjung; di Gambah Kelurahan Belimbing Raya, Pamasiran Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak; Desa Tanta Kecamatan Tanta; Desa Mahe, Batu Pulut Hulu, Batu Pulut Hilir,  Murung Layung di Desa Nawin Kecamatan Haruai; Desa Muara Uya, Kupang Nunding, Ribang, Simpung Layung Kecamatan Muara Uya; Desa Upau Kecamatan Upau; Desa Madang, Padangin Kecamatan Muara Harus; dan
b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terdiri atas : kawasan kebakaran pada kawasan hutan, lahan kritis, padang alang-alang, kawasan perkebunan dan, kawasan pertanian lahan kering yang terjadi setiap musim kemarau di Kecamatan Jaro, Muara Uya, Haruai, Upau, Bintang Ara, Murung Pudak, Tanjung, Tanta, Kelua, Muara Harus, Banua Lawas dan Pugaan.

2.1.4. Kondisi Demografi
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tabalong yang tercantum dalam dokumen Kabupaten Tabalong Dalam Angka tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2012 sebesar 228.051 jiwa yang terdiri dari 115.785 jiwa laki-laki dan 112.266 jiwa perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 61.778 rumah tangga, dan tersebar pada 12 kecamatan, 122 desa, dan 9 kelurahan. Penduduk terbanyak adalah pada Kecamatan Murung Pudak yaitu sebanyak 46.914 jiwa, disusul Kecamatan Tanjung sebanyak 33.889 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Muara Harus yaitu 6.111 jiwa.
Kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Tabalong adalah 50 jiwa. Kecamatan Murung Pudak merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 395 jiwa per km², disusul Kecamatan Kelua sebesar 204 jiwa per km², dan Kecamatan Jaro merupakan kecamatan yang terjarang penduduknya yaitu sebesar 18 jiwa per km².
Perkembangan penduduk di Kabupaten Tabalong dari tahun 2008 s/d 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.
	Tabel 2.4.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 s/d 2012



	No.
	Tahun
	Jumlah Penduduk (jiwa)
	Jlh Rmh Tangga
(RT)
	Kepadatan
org/km2
	Laju pertumbuhan
(%)

	
	
	Laki2
	Perempuan
	Total
	
	
	

	1.
	2008
	96.838
	96.803
	193.641
	51.244
	49
	

	2.
	2009
	104.271
	102.559
	206.830
	51.268
	52
	0,56

	3.
	2010
	111.086
	107.534
	218.620
	58.279
	55
	6,81

	4.
	2011
	114.320
	110.066
	224.386
	60.048
	57
	2,64

	5.
	2012
	115.785
	112.226
	228.051
	61.778
	58
	1,63


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka/BPS, Tahun 2009-2013


Jumlah penduduk dan rumah tangga selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka, BPS, Tahun 2009-2013

Gambar 2.3.
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga 
di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dalam 5 tahun terakhir lebih banyak daripada perempuan, dan setiap tahunnya peningkatan jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak daripada perempuan. 


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Gambaran umum ditinjau dari kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi didasarkan atas indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan gini ratio, dan laju inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.
a. 
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum PDRB Kabupaten Tabalong atas dasar harga berlaku, terus mengalami kenaikan dari Rp.4.436,62 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp.7.099,85 Milyar pada tahun 2013. Demikian juga halnya dengan PDRB atas dasar harga konstan setiap tahunnya selalu meningkat, dari Rp.2.853,40 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp.3.401,31 Milyar pada tahun 2012. Gambaran pertumbuhan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar  dan tabel di bawah ini.


Sumber : PDRB Kabupaten Tabalong, BPS, Tahun 2010-2013

Gambar 2.4.
PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2012
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	Tabel 2.5.
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2012

	Atas Dasar Harga Konstan (dalam ribuan rupiah)


	No
	Sektor
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%

	1
	Pertanian
	373.107.136
	15,95
	385.025.694
	15,09
	401.602.179
	14,58
	417.777.279
	14,07

	2
	Pertambangan dan Penggalian
	1.957.196.225
	58,44
	2.075.355.258
	62,91
	2.203.457.392
	63,6
	2.340.326.422
	64,27

	3
	Industri Pengolahan
	30.078.902
	1,15
	35.966.697
	1,41
	38.286.984
	1,39
	41.020.353
	1,38

	4
	Listrik & Air Bersih
	2.253.927
	0,14
	2.327.761
	0,09
	2.407.263
	0,09
	2.511.608
	0,08

	5
	Bangunan
	50.019.469
	2,74
	52.873.212
	2,07
	55.787.954
	2,03
	58.320.309
	1,96

	6
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	148.313.548
	5,69
	154.348.028
	6,05
	160.651.162
	5,83
	167.486.762
	5,64

	7
	Pengangkutan & Komunikasi
	40.887.194
	1,93
	42.213.840
	1,65
	45.563.527
	1,65
	50.074.076
	1,69

	8
	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan
	61.233.405
	3,35
	65.421.543
	2,56
	70.407.396
	2,56
	75.407.346
	2,54

	9
	Jasa-Jasa
	190.312.427
	10,62
	208.402.946
	8,17
	228.201.244
	8,28
	248.386.382
	8,36

	Sumber : PDRB Kab. Tabalong, BPS Tahun 2010-2013
	
	
	
	
	





Berdasarkan tabel 2.5 di atas sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan yang sangat besar dalam penciptaan nilai dan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, trend kontribusinya selalu meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,46% per tahun.  Kontribusi sektor ini jauh di atas sektor-sektor lain pembentuk PDRB yaitu sebesar 58,44% pada tahun 2009 dan 64,27% pada tahun 2012. Dibanding dengan sektor pertanian yang berada diurutan kedua sebagai penyumbang nilai PDRB hanya berkontribusi sebesar 15,95% pada tahun 2009 dan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2012 nilai kontribusinya hanya 14,07%.  Penurunan kontribusi sektor pertanian ini rata-rata per tahunnya sebesar 0,47%.
Demikian juga halnya dengan sektor-sektor lain, semuanya mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, kecuali sektor jasa-jasa setelah mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu 8,17% dari 10,62% pada tahun 2009, pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan, namun kontribusinya masih dibawah pada tahun 2009. Jadi meningkatnya nilai PDRB dalam kurun waktu dari tahun 2009 sampai tahun 2012, hanya dipengaruhi oleh besarnya kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan sektor-sektor lain memberikan kontribusi yang negatif terhadap peningkatan tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius dari semua stakeholder di Kabupaten Tabalong, mengingat suatu saat sektor pertambangan ini akan habis atau berkurang. Disamping itu mengandalkan sektor pertambangan dan galian untuk kemajuan daerah, perlu pertimbangan yang matang, mengingat sektor ini sangat riskan terhadap kerusakan lingkungan.
Berdasarkan pengelompokan dalam struktur ekonomi, potensi unggulan daerah Kabupaten Tabalong adalah kelompok sektor primer terutama sektor pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya dilihat dari sisi nilai nominalnya, meskipun dari persentasinya selalu menurun. Pada tahun 2009 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp.373,11 Milyar atau 15,95% dari total PDRB, pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp.385,03 Milyar atau 15,09% dari total PDRB, pada tahun 2011 sebesar Rp.401,60 Milyar atau 14,58% dari total PDRB dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp.417,78 Milyar atau 14,07% dari total PDRB. Penurunan persentasi kontribusi sektor ini dan sektor-sektor lain karena tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang sangat dominan terhadap total PDRB.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong secara umum trendnya meningkat kecuali terjadi penurunan pada tahun 2011/2012. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong membaik seiring dengan membaiknya kondisi finansial global meskipun tetap perlu diantisipasi adanya kemungkinan krisis baru. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong ke depan membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih kuat lagi, sehingga pertumbuhan yang ada dapat stabil dan memiliki kecenderungan yang meningkat. 
Kelompok sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan trend yang terus meningkat adalah sektor primer yang pada tahun 2010/2011 tumbuh sebesar 11,99% namun pada tahun 2011/2012 mengalami penurunan menjadi 6,03%. Kelompok sektor yang juga mempunyai trend yang terus meningkat adalah kelompok sektor tersier. Kelompok sektor ini tumbuh sebesar 7,28% pada tahun 2010/2011 dan juga mengalami penurunan pada tahun 2011/2012 menjadi 6,10%. Sedangkan kelompok sektor sekunder mempunyai pertumbuhan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan tersier serta laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut.








Sumber : PDRB Kabupaten Tabalong, BPS, Tahun 2010-2013

Gambar 2.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 – 2012





c. PDRB per kapita daerah 
PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator makro tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita daerah Kabupaten Tabalong, maka semakin tinggi kemampuan dan kesejahteraan di Kabupaten Tabalong. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) secara time series dapat dilihat pada tabel berikut.







Tabel 2.6.
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong
	Tahun
	Harga Berlaku
	Harga Konstan

	
	Rupiah (Rp)
	Pertumbuhan (%)
	Rupiah (Rp)
	Pertumbuhan (%)

	2009
	18.745.149
	11,07
	11.646.527
	2,15

	2010
	20.763.059
	17,24
	11.613.283
	5,55

	2011*)
	24.435.722
	17,69
	12.367.547
	6,49

	2012**)
	28.090.455
	14,96
	13.046.344
	5,49

	Sumber : PDRB Kab. Tabalong, BPS Tahun 2013
Keterangan :  *) = Angka samentara
                        **) = Angka sangat sementara
	



PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tabalong pada tahun 2010 adalah Rp.20.763.059,- meningkat 17,24% dibandingkan dengan tahun 2009. Besaran PDRB perkapita ini meningkat lagi pada tahun 2011, yaitu sebesar Rp.24.435.722,- meningkat 17,69%. Pada tahun 2012, PDRB perkapita kabupaten ini meningkat lagi menjadi Rp.28.090.455,- meningkat 14,96% dibandingkan dengan tahun 2011.
PDRB per kapita ADHK Kabupaten Tabalong meningkat 5,49% pada tahun 2012. Kenaikan PDRB ADHK perkapita yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan jumlah penduduk pertengahan tahun (sekitar 1,63 persen) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduknya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Tabalong semakin meningkat.

d. Inflasi
Indikator inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di level konsumen, penghitungan inflasi didasarkan pada suatu indeks yang disebut Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan paket komoditi yang berjumlah sekitar 300 macam komoditi. Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua harga selama periode tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi tumbuhnya produksi masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya kegiatan perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun demikian, perlu juga diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi, akan mendorong kegiatan perekonomian menjadi tidak terkendali, sehingga besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu dikendalikan.
Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang mengalami kenaikan. Nilai inflasi rata-rata adalah ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/ penurunan harga dari sekelompok barang yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya inflasi di Kabupaten Tabalong diantaranya adalah karena sebagian besar komoditas bahan makanan tidak diproduksi di Kabupaten Tabalong. Faktor lainnya adalah karena adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.


Sumber : PDRB Kabupaten Tabalong, BPS, Tahun 2010-2013

Gambar 2.6.
Laju Pertumbuhan Inflasi Kabupaten Tabalong Tahun 2009 s/d 2013


Berdasarkan Gambar 2.6 di atas, nilai inflasi berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata inflasi 5,76%. Tahun 2009 inflasi sebesar 3,68% dan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 9,06%, walaupun pada tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan nilai inflasi, akan tetapi tahun 2013 nilai inflasi kembali meningkat, yaitu sebesar 5,68% namun masih dibawah rata-rata inflasi lima tahun terakhir. Dengan melihat perbandingan nilai inflasi tersebut, tentunya ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat Kabupaten Tabalong atau dengan kata lain mempengaruhi nilai konsumsi masyarakat.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pada Fokus Kesejahteraan Sosial ini diukur dan dianalisis sejumlah indikator yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja dan kriminalitas.

a.  Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Tabalong. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tabalong telah menunjukkan keberhasilan. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH), dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT).

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut.
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014
Gambar 2.7.
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tabalong

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan. Angka melek Huruf tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan sebesar 4%, Ini berarti bahwa kebijakan di bidang pendidikan yang terkait dengan Angka Melek Huruf sudah mencapai sasaran yang diinginkan.

Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis  pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut.
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.8.
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong


Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong juga mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariatif. Dari tahun 2009 sampai dengan 2011 angka kenaikannya cukup menggembirakan, yaitu sebesar 0,63%,  tetapi periode tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami penurunan sebesar 0,29%. Namun pada tahun 2013 naik lagi sebesar 0,28%. 
Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya pro pendidikan berupa peningkatan Angka Melek Huruf dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Diduga rendahnya rata-rata lama sekolah sebagai akumulasi dari kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan beberapa periode yang lalu tidak tepat sasaran.  Angka rata-rata lama sekolah 8,45 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia lima belas tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8.

Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2009–2013 di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.9.
Perkembangan APM di Kabupaten Tabalong

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun kecenderungannya turun, dari periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata tiap tahunnya meningkat sebesar 1,36%. Kecuali pada tahun 2010 turun sebesar 0,13%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sudah tinggi.
Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SMP/MTS dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami trend positif, walaupun kenaikannya variatif, dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 1,07%. Angka Partisipasi Murni untuk SMA/SMK/MA untuk periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,11%.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut.
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.10.
Perkembangan APK di Kabupaten Tabalong

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 10,15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan sebesar 4,22% dan 0,41% dari tahun sebelum, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan lagi sebesar 1,41% dibanding tahun 2012. Angka partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Namun penurunan dan peningkatan APK dari tahun ke tahun ini perlu dicermati penyebabnya, sehingga keadaan dimana Angka Partisipasi Kasar akan linier dengan Angka Partisipasi Murni bisa dicapai. Jika APK mendekati atau sama dengan APM bisa dikatakan sudah ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. APK yang melebihi 100% disebabkan :
1. Mobilisasi penduduk di Kabupaten Tabalong relatif tinggi, seperti banyaknya tenaga kerja perusahaan yang masuk ke Kabupaten Tabalong namun belum menjadi penduduk resmi.
2. Terdapat kategori usia muda yang sudah masuk sekolah SD/MI
3. Terdapat usia di atas kategori yang masuk sekolah di SD/MI
APK tingkat pendidikan SMP/MTs pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APK tahun 2009 yaitu turun sebesar 1,27%, meskipun kalau dilihat tahunannya terjadi fluktuasi APK. Hal ini disebabkan :
1. Siswa yang masuk kategori usia SMP/MTs, adanya masuk ke sekolah-sekolah non formal seperti ke pesantren.
2. Penduduk usia kategori ini tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SM/MI.
APK tingkat pendidikan SMA/MA/SMK juga mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding tahun 2009, yaitu sebesar 13,23%,  dan kalau dilihat tahunannya juga berfluktuasi. Hal ini juga disebabkan oleh :
1. Siswa yang masuk kategori usia SMA/MA/SMK, adanya masuk ke sekolah-sekolah non formal seperti ke pesantren.
2. Penduduk usia kategori ini tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP/MTs.

b. Kesehatan
Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu aspek utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.  Sektor kesehatan di Kabupaten Tabalong dalam 2 (dua) tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak menjadi masalah urgent. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.



Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi (AKBH) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = 1 – angka kematian bayi. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah bayi mati usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.7.
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013 

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Kematian Bayi
	30
	13
	6
	36
	52

	2
	Jumlah Kelahiran Hidup
	3.806
	3.525
	4.259
	4.304
	3.600

	3
	Angka Kematian Bayi (AKB)
	7,9
	3,7
	1,4
	8,4
	14,4

	4
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
	992,1
	996,3
	998,6
	991,6
	985,6

	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten  Tabalong, Tahun 2014



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kematian bayi (AKB) dari pada tahun 2011 terjadi penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 2010 dan 2009. Terjadinya penurunan ini diindikasikan karena pendataan belum maksimal, kemungkinan masih ada kematian bayi yang belum terdata. Pada tahun 2012 AKB meningkat sangat tajam yaitu dari 1,4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 8,4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena pendataan yang semakin intensif, sehingga hampir semua kematian bayi terpantau dan terdata dengan baik. Begitu juga dengan AKB pada tahun 2013, ternyata terjadi peningkatan lagi menjadi 14,4 per 1000 kelahiran hidup. Peningkatan ini selain karena pendataan yang lebih maksimal, secara umum dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan pelayanan tenaga kesehatan masih rendah. Masyarakat masih suka menggunakan pelayanan dukun kampung daripada melahirkan di sarana kesehatan yang ditangani oleh bidan desa. 
AKB Kabupaten Tabalong tersebut masih dibawah rata-rata dari angka kematian bayi provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 sebesar 50 per 1000 kelahiran hidup dan telah melampaui target pencapaian MDG’S tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup, namun fenomena yang selalu turun pada 2 tahun terakhir perlu mendapat perhatian serius.
Disamping itu angka kelangsungan hidup bayi (AKBH) di Kabupaten Tabalong pada tahun 2013 sebesar 985,6 per 1000 kelahiran hidup, artinya kemungkinan bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun pada tiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013 sebanyak 985,6 bayi. 

Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umunya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup di Kabupaten Tabalong pada tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :







Tabel 2.8.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

	Indikator
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Angka Harapan Hidup (Tahun)
	62,91
	63,08
	63,25
	63,64
	64,05

	Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014
	



Dari tabel di atas diketahui bahwa angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan, dimana AHH pada tahun 2013 sebesar 64,05 yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2013 di Kabupaten Tabalong diperkirakan akan dapat hidup selama 64 tahun 5 hari dengan syarat besarnya kematian dan kondisi kesehatan tidak akan berubah. Angka ini lebih rendah dari angka harapan hidup provinsi, meskipun data AHH provinsi untuk tahun 2013 belum diperoleh, namun pada tahun 2012 AHH provinsi sudah mencapai 64,52. Hal ini mengindikasikan secara rata-rata derajat kesehatan di Kabupaten Tabalong lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata derajat kesehatan provinsi. Jika dibandingkan dengan AHH periode tahun sebelumnya, AHH Kabupaten Tabalong tahun 2013 bertambah sekitar 0,41 tahun (empat bulan dua puluh lima hari).

Persentase Balita Gizi Buruk

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Persentasi balita gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten Tabalong menurut BB/U dapat dilihat pada gambar berikut.  
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.11.
Persentase Balita Dengan Gizi Kurang dan Buruk Di Kabupaten Tabalong Menurut BB/U Tahun 2009 – 2013 

Dari gambar di atas diketahui bahwa berdasarkan indikator BB/U persentase balita gizi kurang dan gizi buruk pada tahun 2009 sampai tahun 2013 terjadi fluktuasi. Peningkatan persentase gizi kurang yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 15,8% dibanding pada tahun sebelumnya yang hanya 6,69%. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2010 digalakkan operasi timbang/sweeping/kunjungan rumah untuk balita yang tidak dibawa ke posyandu, sehingga lebih banyak ditemukan balita gizi kurang. Kegiatan tersebut sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan di desa.  Sampai tahun 2013, di Kabupaten Tabalong masih ditemukan balita gizi buruk, namun angkanya sangat rendah yaitu dibawah 1% (berdasarkan WHO dibawah 10% = rendah).
Untuk menurunkan angka persentase balita gizi kurang dan gizi buruk tersebut telah dilakukan upaya perbaikan gizi balita antara lain melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian multivitamin A mineral, pendampingan balita gizi buruk yang dirawat, konselling, kunjungan rumah, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sehingga persentasenya dari tahun 2010 sampai tahun 2013 angkanya selalu turun setiap tahunnya.  

c. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Di Kabupaten Tabalong dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 persentase penduduk miskin menurun rata-rata sebesar 0,18% setiap tahunnya. Penurunan ini dinilai cukup besar, meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan persentase kemiskinan Kabupaten Tabalong lebih tinggi. 

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2012

	Indikator
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012

	Penduduk Miskin (%)
	6,83
	6,53
	6,53
	6,10

	Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)
	93,17
	93,47
	93,48
	93,9

	Penduduk miskin Provinsi (%)
	5,44
	5,65
	3,35
	 


Sumber : Profil Kemiskinan Kabupaten Tabalong/BPS, dan data olahan, Tahun 2013


d. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.








Tabel 2.10
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Kegiatan Utama Tahun 2009 – 2013

	Kegiatan Utama
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Angkatan Kerja
	 
	 
	 
	 
	 

	- Bekerja
	71,58
	72,87
	71,64
	69,61
	73,20

	- Pengangguran
	2,92
	2,66
	3,53
	3,46
	1,65

	Bukan Angkatan Kerja
	 
	 
	 
	 
	 

	- Sekolah
	6,83
	7,03
	3,96
	6,35
	7,79

	- Mengurus RT
	14,25
	14,04
	17,40
	17,09
	14,03

	- Lainnya
	4,42
	3,41
	3,47
	3,49
	3,34

	Total
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tabalong, Tahun 2014 (Data diolah)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi persentase penduduk yang bekerja. Demikian juga dengan angka pengangguran yang persentasenya ikut berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan persentase penduduk yang bekerja, berbanding lurus dengan meningkatnya persentase angka pengangguran, demikian juga sebaliknya.

e. Kriminalitas (Angka kriminalitas yang tertangani)
Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. 
Angka kriminalitas = (Jumlah tindak pidana yang tertangani dlm 1 thn)/ (jumlah penduduk) x 10.000. Angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sumber : Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.12.
Angka Kriminalitas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2013

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 10.000 penduduk terjadi kriminalitas sebanyak 13,16 kali pada tahun 2009, kemudian meningkat terus menjadi 14,04 kali tahun 2010, 17,51 kali pada tahun 2011 dan 21 kali pada tahun 2012. Pada tahun 2013 baru mengalami penurunan menjadi 14,18 kali kriminalitas. Dilihat dari jumlah kasus kriminalitas yang tertangani, setiap tahunnya masih rendah, yaitu rata-rata baru 70,64% jumlah kasus yang tertangani. 
Masih rendahnya jumlah kasus kriminalitas yang tertangani tersebut, perlu menjadi perhatian pemerintah, karena banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dieliminer dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tetapi tetap mengedepankan norma-norma negara maupun norma agama.





f. Seni Budaya dan Olahraga
Jumlah grup kesenian, klub olah raga dan gedung olah raga per 10.000 penduduk di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong

	No
	Kecamatan
	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk
	Jumlah Klub Olah Raga Per 10.000 Penduduk
	Jumlah Gedung Olah Raga Per 10.000 Penduduk

	1
	Jaro
	1
	5
	1

	2
	Muara Uya
	2
	7
	1

	3
	Haruai
	1
	3
	2

	4
	Upau
	6
	3
	1

	5
	Bintang Ara
	1
	3
	1

	6
	Tanjung
	8
	10
	6

	7
	Murung Pudak
	8
	10
	3

	8
	Tanta
	3
	5
	1

	9
	Muara harus
	1
	7
	1

	10
	Kelua
	4
	8
	2

	11
	Banua Lawas
	3
	7
	2

	12
	Pugaan
	1
	6
	2

	
	Jumlah
	39
	74
	23

	Sumber : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tabalong,  Tahun 2014



Pada tabel di atas terlihat perkembangan seni, budaya dan olah raga pada tiap kecamatan dengan jumlah grup kesenian dan olah raga terbanyak terdapat pada Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, ini dikarenakan letak kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah ibukota kabupaten.

2.3 Aspek Pelayanan Umum 

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan.
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

a. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama dikalikan 1000. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Data Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah                                 Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009-2013

	No
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
	935,6
	955,8
	987
	989,8
	989,8

	2
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
	708,4
	719,2
	730
	740,7
	751,5

	3
	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK
	586,5
	629,3
	633
	655,4
	700,9


 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014


Kalau dicermati tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk semua tingkatan jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA semuanya sudah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2009 sampai dengan 2013. Trend kenaikan ini perlu dijaga terus konsistensinya 



Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Selain Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Sekolah juga dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, rasio ini dipergunakan untuk mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan ruang kelas sekolah merupakan gambaran jumlah siswa yang ditampung dalam suatu kelas, sehingga diketahui kenyamanan dalam belajar.

Tabel 2.13
Ketersediaan Ruang Kelas dan Penduduk Usia Sekolah 
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2013

	No
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	SD/MI
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah
	1.593
	1.611
	25.299
	25.693
	1.738

	
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun
	24.905
	25.299
	25.693
	26.087
	26.481

	
	Rasio
	15,63
	15,70
	15,32
	15,30
	15,24

	2
	SMP/MTs
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah
	449
	465
	501
	525
	551

	
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun
	11.566
	11.804
	12.042
	12.280
	12.518

	
	Rasio
	26
	25
	24
	23
	23

	3
	SMA/MA/SMK
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah
	236
	242
	258
	279
	314

	
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-19 Tahun
	11.600
	11.688
	11.776
	11.864
	11.952

	
	Rasio
	49
	48
	46
	43
	38


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan ruang kelas Sekolah Dasar dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terus naik dari dari 1.593 lokal menjadi 1.738 lokal atau naik sebesar 145 lokal. Namun kalau dilihat dari rasionya terhadap jumlah penduduk usia sekolah dasar (1-12 tahun), terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk usia sekolah dasar tidak seimbang dengan kenaikan ruang kelas. Rasio pada tahun 2013 sebesar 15,24 berarti tiap 1 ruang kelas menampung 15,24 orang siswa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rasio tersebut kenyamanan siswa sekolah dasar dalam belajar bisa dikatakan baik
Rasio ketersediaan ruang kelas tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan penurunan, meskipun ruang kelas dan jumlah penduduk usia sekolahnya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan ketersediaan ruang kelas lebih cepat daripada kenaikan jumlah penduduk usia sekolahnya. Tingkat kenyamanan belajar siswa SMP/MTs dapat dikatakan sudah bagus, karena tiap ruang kelas rata-rata menampung sebanyak 23 orang siswa. Namun untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan daya tampung rata-rata tiap ruang kelas sebanyak 38 orang siswa, sudah mengurangi kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk itu perlu diambil kebijakan penambahan ruang kelas pada tingkat pendidikan SD/MI/ SMP/MTs SMA/MA/SMK agar kenyamanan proses belajar mengajar makin meningkat.

Rasio Guru / Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 - 2013

	No
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	SD/MI
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Guru
	2.677
	2.788
	2.816
	2.607
	2.898

	
	Jumlah Murid
	28.347
	28.913
	31.958
	29.636
	29.331

	
	Rasio 
	10,59
	10,37
	11,35
	11,37
	10,12

	2
	SMP/MTs
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Guru
	1.071
	1.061
	1.247
	1.075
	1.271

	
	Jumlah Murid
	10.569
	10.008
	11.046
	10.375
	11.426

	
	Rasio 
	9,87
	9,43
	8,86
	9,65
	8,99

	3
	SMA/MA/SMK
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Guru
	666
	879
	777
	993
	854

	
	Jumlah Murid
	8.967
	7.429
	8.795
	9.393
	8.649

	
	Rasio 
	13,46
	8,45
	11,32
	9,46
	10,13


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat rasio jumlah guru terhadap murid dari tahun 2009 sampai 2013 baik untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK perkembangannya fluktuatif. Untuk jenjang pendidikan SD dari 10,59 tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 10,37 tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan menjadi 11,35 dan 11,37, namun pada tahun 2013 kembali turun menjadi 10,12. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dari 9,87 tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 9,43 tahun 2010, dan menjadi 8,86 pada tahun 2011. Mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 9,65, namun pada tahun 2013 turun lagi menjadi 8,99.  
Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Rasio guru terhadap murid pada tahun 2009 sebesar 13,46 dan mengalami penurunan menjadi 8,45 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 11,32, namun pada tahun 2012 turun lagi menjadi 9,46, dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 10,13.
Dilihat dari rasio tersebut, rata-rata 1 (satu) orang guru mengajar sebanyak 10 orang murid. Dengan demikian, sebenarnya tenaga pendidik di Kabupaten Tabalong sudah lebih dari cukup, hanya distribusi guru yang perlu dipertimbangkan, mengingat sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan masih banyak kekurangan guru.

b. Kesehatan

Sarana Kesehatan

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan mutlak dibutuhkan Untuk dapat mencapai tujuan Pembangunan kesehatan yang memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Tabalong tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.15
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Tabalong                                 Tahun 2009 - 2013
					
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Rumah Sakit
	2
	2
	2
	2
	2

	2
	Jumlah Puskesmas
	15
	15
	15
	16
	16

	3
	Jumlah Pustu
	56
	56
	48
	48
	33

	4
	Jumlah Poskesdes/ Polindes
	130
	102
	102
	109
	109

	5
	Jumlah Posyandu
	263
	272
	276
	267
	271

	6
	Jumlah Penduduk
	206.830
	218.620
	224.386
	228.051
	231.699

	7
	Jumlah Balita
	19.255
	21.336
	22.491
	20.774
	21.532

	8
	Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk 
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	9
	Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk 
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06

	10
	Rasio Pustu Terhadap Penduduk 
	0,27
	0,26
	0,21
	0,21
	0,13

	11
	Rasio Poskesdes/ Polindes Terhadap Penduduk 
	0,63
	0,47
	0,45
	0,48
	0,43

	12
	Rasio Posyandu terhadap Balita 
	13,66
	12,75
	12,27
	12,85
	12,59


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Rumah sakit yang ada di Kabupaten Tabalong dari tahun 2009-2013 tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 2 (dua) buah dimana rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah tipe C dan rumah sakit milik Pertamina. Sedangkan sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2009 – 2013 bertambah 1 (satu) buah dari 15 buah menjadi 16 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2013 maka 1 (satu) buah Puskesmas dapat melayani 15.685 jiwa penduduk.
Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes/Poskesdes dari tahun 2009-2013 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena :
1. Sejak digalakkannya konsep desa siaga, konsep Polindes perlahan-lahan tidak dipakai lagi, sehingga akhirnya status Polindespun ditingkatkan menjadi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan beberapa perbaikan termasuk luas bangunan. 
2. Tanah yang digunakan untuk fasilitas kesehatan termasuk pustu dan polindes dulunya tidak mensyaratkan surat menyurat, sehingga tidak ada penyerahan hitam di atas putih yang berakibat bangunan/tanah akhirnya menjadi sengketa. Adanya sengketa tersebut membuat bangunan yang ada tidak lagi dilakukan pemeliharaan dan dibiarkan rusak dan tidak digunakan lagi.
3. Penempatan bidan dan pembangunan polindes dulunya berdasarkan jumlah desa sebelum re-grouping yaitu kurang lebih 175 desa, namun kemudian setelah tahun 2009 penempatan bidan disesuaikan dengan jumlah desa setelah re-grouping (131 desa/kelurahan), sehingga di beberapa desa jumlah polindesnya lebih dari 1 yang menyebabkan ada polindes yang tidak ada bidannya. Bangunan polindes yang tidak ada bidannya tersebut sebagian diambil penduduk karena tanahnya masih milik masyarakat.
Dari data rasio posyandu terhadap jumlah bayi seperti di atas dapat dikatakan bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Tabalong sudah melampaui rasio yang ditetapkan yaitu 1 (satu) posyandu untuk 100 (seratus) balita.
Untuk mengetahui keaktifan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) termasuk posyandu, dilakukan telaah tingkat kemandirian. Telaah tingkat kemandirian tersebut dilakukan dengan memperhitungkan antara lain rutinitas kegiatan posyandu, jumlah kader aktif terlatih, cakupan program dan program tambahan di posyandu. Posyandu yang ada di Kabupaten Tabalong yang tergolong aktif yakni yang mempunyai tingkat kemandirian purnama dan mandiri dapat dilihat pada gambar berikut.
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.13.
Tingkat Kemandirian Posyandu Di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2013


Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 jumlah posyandu aktif (purnama + mandiri) meningkat tajam yaitu menjadi lebih dari 50% dari total posyandu.



Tenaga Kesehatan

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, atau dengan kata lain 40 orang per 100.000 orang penduduk. Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Jumlah tenaga dokter dan tenaga medis serta rasionya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Jumlah Dan Rasio Dokter Dan Tenaga Medis                                                      Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Dokter Umum
	44
	46
	52
	42
	42

	2
	Jumlah Dokter Spesialis 
	8
	5
	6
	5
	6

	3
	Jumlah Dokter Gigi
	13
	9
	10
	11
	9

	4
	Jumlah Tenaga Perawat
	150
	206
	241
	259
	253

	5
	Jumlah Tenaga Bidan
	144
	174
	194
	205
	171

	6
	Jumlah Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat
	20
	25
	23
	19
	18

	7
	Jumlah Tenaga Ahli Sanitasi
	27
	27
	27
	28
	26

	8.
	Jumlah Tenaga Ahli Gizi
	26
	31
	27
	30
	32

	9
	Jumlah Tenaga Apoteker 
	8
	7
	9
	6
	9

	10
	Jumlah Tenaga Asisten Apoteker
	20
	32
	33
	43
	32

	11
	Jumlah Tenaga Fisioterapis
	3
	4
	4
	5
	5

	11
	Jumlah Penduduk
	206.830
	218.620
	224.386
	228.051
	231.699

	12
	Rasio Dokter Umum Persatuan Penduduk (Jumlah Dokter Umum/Jumlah Penduduk x 1000)
	0,213
	0,210
	0,232
	0,184
	0,181

	13
	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk (Jumlah Tenaga Medis/Jumlah Penduduk x 1000)
	2,485
	2,639
	2,768
	2,925
	2,599


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014
Dengan rasio dokter umum yang disyaratkan adalah 40 per 100.000 orang penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 231.699 orang, seharusnya minimal ada dokter sebanyak 92 orang. Jadi dengan jumlah dokter umum pada tahun 2013 yang hanya 42 orang, maka Kabupaten Tabalong masih kekurangan tenaga dokter umum sebanyak 50 orang. Sedangkan rasio dokter spesialis adalah 6 per 100.000 penduduk, maka jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang,  diperlukan minimal 14 orang dokter spesialis. Dengan demikian masih ada kekurangan dokter spesialis sebanyak 8 orang. Untuk rasio dokter gigi adalah 11 per 100.000 penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, semestinya dokter gigi yang dibutuhkan minimal sebanyak 25 orang. Dengan ketersediaan dokter gigi pada tahun 2013 sebanyak 9 orang, berarti masih kekurangan sebanyak 16 orang. 
Untuk tenaga para medis perawatan terbagi dua, yaitu perawat dan bidan. Rasio tenaga perawat adalah 118 per 100.000 penduduk, maka jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang,  diperlukan minimal 266 orang dokter perawat, sehingga masih kekurangan tenaga perawat 13 orang. Sedangkan rasio tenaga bidan adalah 100 per 100.000 penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, diperlukan minimal 231 orang tenaga bidan, sehingga masih kekurangan sebanyak 60 tenaga bidan.
Untuk tenaga para medis non perawatan terdiri dari tenaga ahli kesehatan masyarakat, ahli sanitasi, ahli gizi, apoteker dan asisten apoteker. Rasio tenaga ahli kesehatan masyarakat adalah 8 per 100.000 penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, diperlukan sebanyak minimal 18 tenaga ahli kesehatan masyarakat, sehingga tenaga ahli kesehatan masyarakat sudah mencukupi kebutuhan. Rasio tenaga ahli sanitasi adalah 10 per 100.000 penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, diperlukan sebanyak minimal 23 tenaga ahli sanitasi, sehingga masih kekurangan sebanyak 1 orang tenaga ahli sanitasi. Rasio tenaga ahli gizi adalah 18 per 100.000 penduduk , maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, diperlukan sebanyak minimal 41 tenaga ahli gizi, sehingga masih kekurangan sebanyak 9 orang tenaga ahli gizi. Rasio tenaga apoteker adalah 10 per 100.000 penduduk,  maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, diperlukan sebanyak minimal 23 tenaga apoteker, sehingga masih kekurangan sebanyak 14 orang tenaga apoteker.  Dan rasio tenaga asisten apoteker adalah 18 per 100.000 penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, diperlukan sebanyak minimal 41 tenaga ahli kesehatan masyarakat, sehingga masih kekurangan sebanyak 9 orang tenaga asisten apoteker.
Rasio tenaga fisioterapis adalah 5 per 100.000 orang penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 231.699 orang, diperlukan sebanyak minimal 12 tenaga fisioterapis, sehingga masih kekurangan sebanyak 7 orang tenaga fisioterapis.

Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan/rencana/program harus mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalamnya. Beberapa hal yang biasanya terkait dengan masalah lingkungan hidup adalah penanganan sampah, ketersediaan untuk mengakses air minum, serta penataan pemukiman.

Penanganan Sampah

Pelayanan pengelolaan persampahan saat ini sebagian besar baru wilayah perkotaan yang terlayani secara kontinue yang meliputi kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, dengan sumber  dari sampah pemukiman, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah perkantoran dan sampah hasil penyapuan jalan. Untuk wilayah utara kabupaten yaitu Kecamatan Muara Uya, Jaro, Haruai dan Upau serta wilayah selatan kabupaten yaitu Kecamatan Kelua, Pugaan dan Banua Lawas yang terlayani baru sampah pasar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, dana dan armada angkutan yang sangat minim dibandingkan volume timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari yang jumlahnya begitu besar. Disamping itu masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan benar. Data pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Volume Sampah Yang Terangkut Dan Tidak Terangkut Serta 
Tingkat Pelayanan Pada Wilayah Perkotaan
(Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak)

	Sumber Sampah
	Volume Sampah (m³/hari)
	Persentase Tingkat Pelayanan (%)

	
	Terangkut
	Tdk Terangkut
	Jumlah
	

	Wilayah Perkotaan (Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak)

	Pemukiman
	73,86
	54,14
	128,00
	57,7

	Pasar
	16,00
	6,50
	22,50
	71,1

	Pertokoan
	5,00
	2,50
	7,50
	66,6

	Perkantoran
	4,00
	2,00
	6,00
	66,6

	Penyapuan jalan
	6,00
	4,50
	4,50
	57,1

	Jumlah
	104,86
	69,64
	174,50
	60,1

	Wilayah Utara (Kecamatan Muara Uya, Jaro, Haruai dan Upau)

	Pemukiman
	
	
	
	

	Pasar
	12
	5
	17
	70,5

	Pertokoan
	
	
	
	

	Perkantoran
	
	
	
	

	Penyapuan jalan
	
	
	
	

	Jumlah
	12
	5
	17
	70,5

	Wilayah Selatan (Kecamatan Kelua, Pugaan dan Banua Lawas)

	Pemukiman
	
	
	
	

	Pasar
	10
	5
	15
	66,6

	Pertokoan
	
	
	
	

	Perkantoran
	
	
	
	

	Penyapuan jalan
	
	
	
	

	Jumlah
	10
	5
	15
	66,6


Sumber : Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014
c. Pekerjaan Umum

Kondisi Jalan 

Semakin meningkatnya usaha pembangunan dan berkembangnya suatu wilayah, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Kondisi jalan baik di Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 635,07 km atau 59,80% dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sepanjang 593,04 km atau 46,96%. Namun dari tahun 2011 sampai dengan 2013 selalu meningkat, dimana pada tahun 2011 jalan kondisi baik sepanjang 612,86 atau 57,32%, pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi sepanjang 664,01 km atau 61,74%% dan pada tahun 2013 menjadi sepanjang 699,39 km atau 64,30%. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2013, jalan dengan kondisi rusak baik rusak sedang maupun rusak berat tinggal 35,70% dari total panjang jalan di Kabupaten Tabalong atau sepanjang 388,29 km.


Tabel 2.18
Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 – 2013

	Status

	Jalan Kondisi Baik (Km)
	Panjang Jalan Di Kab. Tabalong (Km)

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jalan Negara
	111,76
	118,06
	118,06
	118,26
	118,26
	118,26
	118,26
	118,26
	118,26
	118,26

	Jalan Provinsi
	46,10
	59,02
	55,64
	59,02
	63,50
	58,1
	58,1
	65,29
	65,29
	65,29

	Jalan Kabupaten
	477,21
	415,96
	439,16
	486,73
	517,63
	885,702
	885,702
	885,702
	891,98
	904,126

	Total
	635,07
	593,04
	612,86
	664,01
	699,39
	 1.062,06 
	 1.062,06 
	 1.069,25 
	 1.075,53 
	 1.087,68 


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, Tahun 2014


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.14.
Persentase Jalan Kondisi Baik Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

Berdasarkan Tabel 2.20 dan Gambar 2.14 di atas, untuk persentase jalan negara dan jalan provinsi dari tahun 2009 sampai 2013 yang dalam kondisi baik sudah sangat bagus, sedangkan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik masih sangat rendah, dimana dari tahun 2009 sampai 2013 peningkatannya hanya sebesar 3,37%, yaitu pada 2009 jalan kondisi baik sebesar 53,88% dari panjang jalan kabupaten sepanjang 885,702 km  dan pada tahun 2013 sebesar 57,25% dari panjang jalan kabupaten sepanjang 904,126 km. Adapun penyebab masih rendahnya persentasi jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Dari tabel dibawah diketahui bahwa panjang seluruh saluran adalah 40.268 meter, sedangkan luas lahan budidaya pertanian menurut RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 adalah 55.587 Ha,  maka rasio jaringan irigasi adalah 0,000178. Dari nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian masih sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya pertanian yang berada di luar saluran irigasi, proses pengairan/tata airnya menggunakan kondisi alami/kearifan lokal daerah.

Tabel 2.19
Panjang Jaringan Irigasi Di Kabupaten Tabalong  
Tahun  2013

	Kecamatan
	Jenis Saluran

	
	Primer (m)
	Sekunder (m)
	Tersier (m)

	Kec. Jaro
	50
	16.086
	1.856

	Kec. Muara Uya
	-
	1.550
	550

	Kec. Haruai
	-
	2.679
	300

	Kec. Tanjung
	-
	7.625
	4.850

	Kec. Murung Pudak
	-
	-
	-

	Kec. Tanta
	100
	-
	-

	Kec. Upau
	40
	4.560
	-

	Jumlah
	190
	32.500
	7.556


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, Tahun 2014



Tabel 2.20
Kondisi Sarana Irigasi Di Kabupaten Tabalong
 Tahun 2010 – 2013


	Jenis Sarana Irigasi
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	Baik
	Sedang
	Rusak
	Baik
	Sedang
	Rusak
	Baik
	Sedang
	Rusak
	Baik
	Sedang
	Rusak

	Saluran Pasangan Batu (m)
	29.624
	2.460
	6.459
	29.624
	2.460
	6.459
	31.422
	2.050
	6.122
	34.037
	2.050
	4.616

	Bendung  (unit)
	10
	7
	4
	10
	7
	4
	11
	6
	5
	12
	6
	4

	Pintu Air (unit)
	6
	14
	3
	6
	14
	3
	15
	12
	3
	16
	12
	3

	Jalan Inspeksi (m)
	39.648
	2.050
	4.749
	41.648
	2.050
	4.749
	75.534
	2.050
	836
	94.712
	2.050
	132

	Saluran Pembuang (m)
	20.365
	2.183
	9.100
	20.905
	2.183
	9.100
	22.023
	2.183
	8.700
	21.623
	2.183
	9.100

	Box Pembagi (unit)
	37
	41
	4
	7
	2
	-
	37
	41
	4
	37
	41
	4

	Polder (m)
	
	
	
	
	
	
	125
	
	
	125
	
	


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Akses Air Minum

Pengertian air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia, dimana syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 tahun 2002 yang dimaksud air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Tabel 2.21
Status Capaian Sektor Air Minum Di Kabupaten Tabalong 
Tahun  2013

	Indikator
	Tahun 2013

	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
	36%

	
	83.436 Jiwa

	Perkotaan
	12%

	
	71.488 Jiwa

	Perdesaan
	88%

	
	11.988 Jiwa


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Capaian sektor air minum untuk kawasan perkotaan sudah cukup baik, hal ini disebabkan karena saluran perpipaan PDAM sudah meliputi hampir seluruh kawasan perkotaan. Selain itu juga tingkat pendapatan masyarakat perkotaan dapat menentukan capaian sektor air minum tersebut. Sedangkan untuk kawasan perdesaan dimana capaian sektor air minum masih rendah dikarenakan selain disebabkan jangkauan perpipaan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan, faktor penghasilan yang masih rendah dan kondisi fisik wilayah. 




d. Perumahan
Rumah Layak Huni
Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang terbuat bukan dari tanah. Pada tahun 2012 dari 68.831 rumah yang dikategorikan sehat sebanyak 33.679 rumah. Tahun 2011 dari 66.671 rumah yang dikategorikan sehat sebanyak 32.622 rumah. Tahun 2010 dari 64.579 rumah yang dikategorikan sehat sebanyak 31.598 rumah. 

Rumah Bersanitasi
Cakupan kepemilikan jamban keluarga pada tahun 2012 adalah 74,99%, mengalami kenaikan dari kepemilikan jamban keluarga pada tahun 2011 yaitu sebesar 73,10 %, sedangkan pada tahun 2010 persentase keluarga yang memiliki sanitasi dasar terdiri dari kepemilikan jamban keluarga sebesar 60,97%.

e. Penataan Ruang
Berdasarkan aspek pelayanan umum, indikator kinerja pembangunan daerah untuk penataan ruang dilihat dari rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dimana untuk Kabupaten Tabalong ruang terbuka hijaunya terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL) dan Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTH Binaan).
Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL) adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, di dominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau, dan sebagainya.
Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB) adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, dengan permukaan tanah di dominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Kawasan/ruang hijau terbuka binaan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan untuk luasan RTH di Perkotaan Tanjung yang terdiri dari RTHL dan RTHB baru sebesar 1,27%, baik berupa RTH Publik maupun RTH Privat. Jadi untuk luasan RTH di Kota Tanjung masih memerlukan RTH seluas kurang lebih seluas 1.353 hektar selama 20 tahun kedepan yang terdiri dari RTH Publik kurang lebih seluas 914 hektar dan RTH Privat kurang lebih seluas 439 hektar. 
Untuk memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selama 5 (lima) tahun ke depan Kota Tanjung membutuhkan RTH Publik kurang lebih seluas 183 hektar dan RTH Privat kurang lebih seluas 88 hektar.

f. Perhubungan
Dalam mendukung pelayanan angkutan umum di Kabuparen Tabalong meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pariwisata, angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan perintis serta angkutan tidak dalam trayek sistem transportasi darat.  Untuk sarana angkutan umum tersebut maka di Kabupaten Tabalong telah dibangun terminal  transit tipe B di Mabuun. Selain itu juga dibangun terminal di Barunak, Kelua dan Muara Uya untuk melayani angkutan umum antar kota kecamatan.
Sarana terminal yang ada di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Sarana Terminal Di Kabupaten Tabalong  Tahun 2009 – 2013

	Nama Terminal
	Tipe Terminal
	Lokasi
	Luas Kawasan (m²)

	Terminal Mabu'un
	Tipe B
	Kec. Murung Pudak
	±43.655

	Terminal Kelua
	Tipe C
	Kec. Kelua
	±6.416

	Terminal Barunak
	Tipe C
	Kec. Tanjung
	±2.074

	Terminal Muara Uya
	Tipe C
	Kec. Muara Uya
	±3.000


Sumber : Dinas Perhubungan KabupatenTabalong, Tahun 2014


g. Penanaman Modal
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Di Kabupaten Tabalong hanya ada 3 (tiga) investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sudah beroperasi yaitu industri crumb rubber, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit.
Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Tabalong dari tahun 2009 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.





Tabel 2.23
Jumlah Investasi PMDN Di Kabupaten Tabalong                                     Tahun 2009 – 2013

	Tahun
	Persetujuan
	Realisasi

	
	Jumlah Proyek (Unit)
	Nilai Investasi (Rp)
	Jumlah Proyek (Unit)
	Nilai Investasi (Rp)

	2009
	2
	1.382.488.292.600 
	2
	1.382.488.292.600 

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	1
	3.039.196.000.000 
	1
	3.039.196.000.000 

	2012
	-
	-
	-
	-

	2013
	-
	-
	-
	-


Sumber : Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Tabalong, Tahun 2014


Tabel 2.24
Jumlah Investasi PMA Di Kabupaten Tabalong  
Tahun 2009 – 2013

	Tahun
	Persetujuan
	Realisasi

	
	Jumlah Proyek (Unit)
	Nilai Investasi (US $)
	Jumlah Proyek (Unit)
	Nilai Investasi 
(US $)

	2009
	1
	80.000.000
	1
	80.000.000

	2010
	4
	159.624.000
	4
	159.624.000

	2011
	-
	-
	-
	-

	2012
	1
	26.000.000
	1
	26.000.000

	2013
	-
	-
	-
	-


Sumber : Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Tabalong, Tahun 2014

Semakin banyaknya nilai investasi maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberikan fasilitas penunjang bagi investor untuk memberikan investasi yang telah direncanakan. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama tahun 2009-2013 tidak ada peningkatan, dimana investasinya terakhir masuk ke daerah pada tahun 2011.  Dari Tabel 2.16 menunjukan bahwa realisasi nilai investasi PMDN dari tahun 2009 s/d 2013 cenderung naik walaupun tidak terlalu besar, yaitu sebesar Rp.1.382.488.292.600,- pada tahun 2009 menjadi Rp.3.039.196.000.000,-.  Begitu juga dengan investasi PMA, sampai tahun 2013, baru ada 6 unit investasi PMA. Realisasi nilai investasinya berflukutasi dimana nilai terbesar terjadi pada tahun 2010 US$.159.624.000,-. Ini berarti perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi di daerah sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya.
Investasi yang diperlukan berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Investasi sektor pemerintah dilakukan dan dibiayai melalui APBD, sedangkan investasi sektor swasta bisa berupa Penanaman Modal Asing maupun penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Dalam perkembangannya investasi lebih banyak dipenuhi dari sektor swasta sedangkan sektor Pemerintah bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi swasta tersebut. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi suatu daerah maka diperlukan adanya investasi memadai dan berkelanjutan dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
Adapun untuk rasio daya serap tenaga kerja dengan adanya investasi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sebesar 99,66 dan pada tahun 2013 menjadi 102,36.  Ini menunjukkan setiap perusahaan PMDN dan PMA menyerap rata-rata 102 orang tenaga kerja. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong yang diambil dari data perusahaan yang sudah melaporkan, wajib lapor ketenagakerjaan, rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.25
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN Dan PMA 
Di Kabupaten Tabalong  Tahun 2009 – 2013

	No
	Uraian 
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	1
	Jumlah Tenaga Kerja
Yang Bekerja Pada
Perusahaan PMDN dan PMA
	14.749
	15.206
	20.525
	23.411
	27.329

	2
	Jumlah Seluruh PMDN dan PMA
	148
	157
	205
	229
	267

	3
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja  (Rumus : Jumlah TK yang Bekerja Pada PMDN & PMA/Jumlah Seluruh PMDN & PMA)
	99,66
	96,85
	100,12
	102,23
	102,36


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong, Tahun 2014


h. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

UKM sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tabalong berperan besar dalam menopang pondasi perekonomian daerah sehingga UKM perlu dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan UKM di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Perkembangan UKM Di Kabupaten Tabalong  
Tahun 2009 – 2013

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah seluruh UKM
	51.700
	52.485
	52.617
	53.804
	 55.079 

	2
	Jumlah seluruh BPR/LKM
	3/8
	3/8
	3/6
	3/1
	3/1

	3
	Jumlah UKM non BPR/LKM
	50.458
	51.237
	51.237
	52.455
	53.615     


Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan Jumlah UKM non BPR/LKM pada tahun 2009 terdapat 50.458 unit, sampai tahun 2013 bertambah sebanyak 3.157 unit, sehingga menjadi 53.615 unit. Hal ini menggambarkan kondisi iklim usaha sangat mendukung untuk mengembangkan usaha. 
Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha.Adapun perkembangan koperasi di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber : Dinas Peridagko dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.15.
Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

Persentase koperasi yang aktif pada tahun 2009 sebesar 48,68% kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 52,63% dan tahun 2011 menjadi 72,72%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 67,95%, namun pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 75%. Penurunan pada tahun 2012 tersebut disebabkan adanya koperasi yang tidak dapat menjalankan kewajibannya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan usahanya. Kenaikan Jumlah koperasi dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi baru. 


i. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah disebabkan oleh banyak hal, ada yang disebabkan kelahiran, kematian atau perpindahan/migrasi penduduk baik keluar daerah maupun dari luar daerah. 
	
Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Penduduk                                                                            Dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Di Kabupaten Tabalong  Tahun 2011 – 2012

	No
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)

	
	
	2011
	2012
	2011/2012

	1
	Jaro
	12.512
	4.814
	2,08

	2
	Muara Uya
	22.053
	2.642
	2,67

	3
	Haruai
	20.710
	21.245
	2,58

	4
	Upau 
	7.205
	7.328
	1,71

	5
	Bintang Ara
	7.958
	8.241
	3,56

	6
	Tanjung
	33.237
	33.889
	1,96

	7
	Murung Pudak
	47.370
	46.914
	-0,96

	8
	Tanta
	17.686
	17.892
	1,16

	10
	Muara harus
	5.958
	6.111
	2,57

	11
	Kelua
	23.057
	23.067
	2,39

	12
	Banua Lawas
	18.113
	18.654
	2,99

	13
	Pugaan
	6.527
	6.714
	2,87

	JUMLAH
	224.386
	228.051
	1,63


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka/BPS, Tahun 2013

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong seperti terlihat pada tabel di atas sebesar 1,63, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk sebesar 224.386 orang meningkat pada tahun 2012 sebesar 228.051 orang.
Penyebaran penduduk di Kabupaten Tabalong relatif belum merata di tiap kecamatan, hal itu dapat dilihat pada kecamatan Tanjung dan Murung Pudak yang merupakan ibu kota kabupaten ditempati penduduk terbanyak sebesar 80.803 jiwa atau 35,43% dari total penduduk Kabupaten Tabalong. Sebaran penduduk tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Persebaran Penduduk Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2010 – 2012

	No
	Kecamatan
	Persentase Penduduk (%)

	
	
	2010
	2011
	2012

	1
	Jaro
	6,49
	6,47
	6,50

	2
	Muara Uya
	9,92
	9,83
	9,93

	3
	Haruai
	9,34
	9,23
	9,32

	4
	Upau 
	3,22
	3,21
	3,21

	5
	Bintang Ara
	3,63
	3,55
	3,61

	6
	Tanjung
	14,84
	14,81
	14,86

	7
	Murung Pudak
	20,44
	21,11
	20,57

	8
	Tanta
	7,87
	7,88
	7,85

	9
	Haruai
	9,34
	9,23
	9,32

	10
	Muara harus
	2,70
	2,66
	2,68

	11
	Kelua
	10,35
	10,28
	10,35

	12
	Banua Lawas
	8,23
	8,07
	8,18

	13
	Pugaan
	2,96
	2,91
	2,94

	JUMLAH
	100
	100
	100


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka/BPS, Tahun 2013

Adapun dari jumlah penduduk ber-KTP pada tahun 2013 terdapat peningkatan yaitu sebesar 137.854 orang, dibanding pada tahun 2012 sebesar sebesar 134.492 orang. Jumlah tersebut belum memenuhi target karena masih banyak penduduk yang belum ber-KTP dibandingkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP, yaitu sebesar 46.313 orang atau 0,25. Data rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Rasio Penduduk Ber-KTP Per satuan Penduduk
Di Kabupaten Tabalong  Tahun 2009 – 2013
	Indikator
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Penduduk Wajib Ber- KTP
	138.343
	160.240
	169.866
	180.556
	184.167

	Jumlah Penduduk Ber- KTP
	124.508
	144.216
	152.879
	134.492
	137.854

	Rasio Penduduk Ber- KTP Per satuan Penduduk
	0,9
	0,9
	0,9
	0,75
	0,75


Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Untuk rasio bayi yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat dari jumlah kelahiran dan bayi yang mempunyai akte kelahiran. Rasio bayi yang mempunyai akte kelahiran pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2009 yaitu dari 0,43 menjadi 1,05. Data rasio bayi berakta kelahiran tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Rasio Bayi Ber- akta Kelahiran Di Kabupaten Tabalong  
Tahun 2009 – 2013

	Indikator
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Bayi Lahir
	3.806
	3.525
	4.259
	4.304
	3.600

	Bayi Yang Mempunyai Akta Kelahiran
	1.618
	1.738
	2.270
	2.794
	3.775

	Rasio Bayi Berakta Kelahiran
	0,43
	0,49
	0,53
	0,65
	1,05


Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

j. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.

Tabel 2.31
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator
Ketenagakerjaan Tahun 2009 – 2013

	Indikator
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	3,92
	3,52
	4,7
	4,74
	2,20

	Tingkat partisipai Angkatan Kerja (TPAK)
	71,11
	72,13
	72,87
	73,07
	73,0


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Tabalong cukup tinggi, dengan tren yang meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini artinya penduduk yang bekerja dan mencari kerja cukup tinggi dan masih ada penduduk pada usia kerja yang tidak bekerja.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender, untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2009 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.36. Jika dilihat jumlah seluruh pegawai perempuan di Kabupaten Tabalong dan dibandingkan dengan total pegawai yang ada, maka rasio pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dari tahun 2011 sampai tahun 2013 selalu meningkat, dimana pada tahun 2011 rasionya sebesar 49,26%, meningkat menjadi 49,83% pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 50,58% pada tahun 2013. Sebagian besar perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah adalah sebagai staf, kemudian jumlah yang lumayan besar adalah di lingkungan Eselon IV, sedangkan Eselon III cukup kecil dan Eselon II belum pernah dijabat oleh perempuan. Untuk tingkat partisipasi perempuan di sektor swasta tidak dapat dilakukan analisis karena tidak tersedianya data. 

Tabel 2.32
Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS)
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2011 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah perempuan yang menempati 
jabatan eselon II
	-
	-
	-

	2
	Jumlah perempuan yang menempati 
jabatan eselon III
	13
	13
	15

	3
	Jumlah perempuan yang menempati 
jabatan eselon IV
	126
	124
	126

	4
	Jumlah perempuan yang menempati 
jabatan eselon V
	15
	14
	13

	5
	Jumlah PNS perempuan yang menempati jabatan fungsional tertentu
	2.216
	2.167
	2.129

	6
	Jumlah PNS perempuan yang menempati jabatan fungsional umum
	422
	409
	406

	7
	Jumlah PNS Perempuan 
	2.792
	2.727
	2.689

	8
	Jumlah PNS di Kabupaten Tabalong
	5.668
	5.473
	5.316


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong, Tahun 2014





l. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka akseptor KB menunjukan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Tabalong  tahun 2011 sebesar 83,56. Angka ini meningkat pada tahun 2012 menjadi 84,84,  kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 82,79.  Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan pasangan usia subur yang menjadi peserta akseptor KB.

Tabel 2.33
Jumlah Dan Rasio Akseptor KB Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2011 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Akseptor KB
	37.076
	39.065
	38.778

	2
	Jumlah Pasangan Usia Subur
	44.372
	46.046
	46.840

	3
	Rasio Akseptor KB
	83,56
	84,84
	82,79


Sumber : BPM dan KB Kabupaten Tabalong, Tahun 2014


m. Komunikasi Dan Informatika
Dalam bidang telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di daerah telah dibangun jaringan telekomunikasi PT Telkom di Kabupaten Tabalong. Disamping jaringan telepon rumah yang telah ada, penggunaan telepon selular juga telah dapat digunakan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena di Kabupaten Tabalong telah telah memiliki jaringan-jaringan selular seperti TELKOMSEL, INDOSAT, TELKOM, 3, FLEXI, IM3, dan XL. Untuk TV lokal,  Tabalong telah memiliki TV Tabalong yang merupakan Stasiun TV milik Pemerintah Daerah.
Berdasarkan keadaan di lapangan, banyak menara-menara BTS di Kabupaten Tabalong tidak mengindahkan standar keselamatan terutama di lingkungan sekitar BTS. Banyak pembangunan BTS berdampingan dengan permukiman, sehingga dapat membahayakan keselamatan penduduk sekitar dimana seharusnya jarak ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara. Permasalahan pembangunan BTS ini lebih banyak disebabkan karena perizinan yang kurang ketat/lemah; belum menguasainya SDM/SKPD pemberi izin terhadap standar pembangunan BTS; belum adanya Perda RTRW/RDTR terbaru; dan pengawasan yang kurang. 
Melihat perkembangan komunikasi selular di Kabupaten Tabalong tiap tahunnya, diprediksi kedepannya akan lebih banyak provider telekomunikasi yang masuk, sehingga perlu perencanaan dan antisipasi terhadap jaringan nirkabel tersebut. Perencanaan dimaksud yaitu dengan melakukan kerjasama pengembangan telekomunikasi dengan provider melalui pelayanan menara bersama telekomunikasi.

n. Pemberdayaan Masyarakat
Saat ini lembaga pemberdayaan masyarakat sudah semakin banyak tumbuh dan berkembang di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
Kelompok pemberdayaan masyarakat yang lain adalah PKK. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,sejahtera, maju dan mandiri. Perkembangan jumlah kelompok PKK dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.34
Jumlah PKK Dan Kelompok Binaan PKK Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2011 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah PKK
	155
	155
	155
	155
	155

	2
	Jumlah Kelompok Binaan
	  6.810 
	  6.810 
	   6.810 
	   6.810 
	6.810 


Sumber : BPM dan KB Kabupaten Tabalong, Tahun 2014


o. Perpustakaan
Perpustakaan bertujuan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Di Kabupaten Tabalong  jumlah perpustakaan yang di miliki pemerintah daerah sebanyak satu buah dan sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 tidak ada peningkatan dari segi jumlah. Sedangkan jumlah perpustakaa milik swasta selalu meningkat setiap tahunnya. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009 di Kabupaten Tabalong terdapat 5 (lima) unit perpustakaan swasta, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 46 (empat puluh enam) unit, jadi mengalami peningkatan sebanyak 41 unit selama 5 (lima) tahun terakhir. 
Jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Banyaknya jumlah pengunjung perlu diiringi dengan banyaknya jumlah perpustakaan yang akan membantu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. 
Data dibawah ini menunjukkan bahwa minat baca di Kabupaten Tabalong sudah semakin bagus, apalagi dilihat pada pengunjung perpustakaan swasta yang selalu meningkat setiap tahunnya.  Perkembangan jumlah perpustakaan dan pengunjungnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Jumlah Dan Pengunjung Perpustakaan
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2011 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Perpustakaan Milik Pemda
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda
	5
	12
	23
	32
	46

	3
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda
	13.356
	11.335
	12.681
	10.304
	19.774

	4
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Non Pemda
	342
	546
	876
	1.230
	1.730


Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabalong,  Tahun 2014



p. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Indikator urusan wajib ini diantaranya adalah jumlah polisi pamong praja, jumlah linmas, dan pos kamling. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Tabel berikut ini memperlihatkan rasio Pol PP dan Linmas di Kabupaten Tabalong.







Tabel 2.36
Rasio Polisi Pamong Praja Dan Linmas Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Polisi Pamong Praja
	81
	81
	81
	80
	73

	2
	Jumlah Linmas
	755
	755
	     1.430 
	     1.430 
	     1.430 

	3
	Jumlah Penduduk
	206.830 
	218.620 
	224.386 
	228.051 
	250.954 

	4
	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
	3,91
	3,70
	3,60
	3,50
	2,90

	5
	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk
	36,5
	34,5
	63,7
	62,7
	56,9


Sumber : Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa rasio polisi pamong praja dari tahun 2009-2013 selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena jumlah anggota polisi pamong praja mengalami penurunan sementara jumlah penduduk meningkat sangat banyak.  Hal ini dapat dikatakan bahwa kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah/perda dan keputusan kepala daerah semakin menurun setiap tahunnya.
Adapun kegiatan perlindungan terhadap masyarakat oleh Linmas sejak tahun 2009 – 2013 berfluktuasi. Rasio Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Tabalong pada tahun 2009 sebesar 36,50 menurun menjadi 34,50 pada tahun 2010.  Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan lebih dari 100% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 63,7. Ini menandakan semakin meningkatnya rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan lagi sehingga rasio linmas ini menjadi 62,70 dan 56,90.  Hal ini menunjukkan semakin kecilnya rasio jumlah linmas maka akan semakin kecil ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

q. Pemuda dan Olahraga
Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan.  Banyaknya organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan mencakup kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, fasilitasi kegiatan kepemudaan, bakti sosial bagi pemuda, penyuluhan pencegahan tentang bahaya narkoba dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. Banyaknya kegiatan kepemudaan menunjukkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan dalam pembangunan daerah.
Dari tabel 2.39 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 jumlah organisasi olah raga di Kabupaten Tabalong meningkat sangat tajam, yaitu menjadi 75 buah dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 buah. Demikian juga dengan kegiatan olah raganya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan.  Hal ini menggambarkan adanya kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Tabel 2.37
Perkembangan Organisasi Olah Raga Dan Kegiatan Olah Raga
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2013

	No
	Kecamatan
	Jumlah Organisasi Olah Raga
	Kegiatan Olah Raga

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jaro
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	4

	2
	Muara Uya
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	5

	3
	Haruai
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2

	4
	Upau
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2

	5
	Bintang Ara
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2

	6
	Tanjung
	10
	10
	24
	24
	24
	4
	4
	8
	10
	18

	7
	Murung Pudak
	10
	10
	24
	24
	24
	4
	4
	8
	12
	18

	8
	Tanta
	2
	2
	4
	4
	4
	2
	2
	3
	4
	5

	9
	Muara Harus
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	2
	3
	4

	10
	Kelua
	3
	3
	5
	5
	5
	2
	2
	5
	6
	8

	11
	Banua Lawas
	2
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	4
	5
	6

	12
	Pugaan
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	6

	JUMLAH
	35
	35
	75
	75
	75
	24
	24
	41
	60
	80


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

r. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang didasari dengan perencanaan yang matang, bersinergi dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu dokumen perencanaan. Setiap daerah harus memiliki 3 Dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan rencana Pembangunan selama 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang biasa disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tiga dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan daerah. Adapun untuk setiap SKPD harus memiliki perencanaan selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tiap tahun.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong telah memiliki RPJPD 2005-2025 dan sekarang sedang menyusun RPJMD 2015-2019, yang merupakan tahapan keempat dari dokumen RPJPD yang sudah ada. Adapun RKPD setiap tahun telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi dasar untuk penyusunan KUA-PPAS, yang selanjutnya menjadi RAPBD dan APBD. Ke depannya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan akan terus dibenahi untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan.

s. Sosial dan Kebudayaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 jumlahnya mencapai 8.953 orang. PMKS yang terbanyak ditemukan antara lain keluarga fakir miskin yaitu sebanyak 4.400 orang (49,15%) dan penyandang cacat 19 tahun ke atas yaitu sebanyak 1.064 orang (11,88%). Masalah sosial ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat. Berbagai jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel 2.37. 

Tabel 2.38
Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Tabalong Tahun 2010 – 2013

	No
	Jenis PMKS
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	
	

	1
	Balita Terlantar (0-4 th)
	-
	-
	-
	-

	2
	Anak Terlantar (5-18 th)
	849
	839
	839
	738

	3
	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah
	-
	-
	-
	-

	4
	Anak Nakal
	-
	-
	-
	-

	5
	Anak Jalanan
	-
	-
	-
	-

	6
	Anak Cacat (0-18 tahun)
	63
	63
	63
	27

	7
	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
	1.032
	1.022
	1.011
	1.000

	8
	Wanita Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah
	-
	-
	-
	-

	9
	Lanjut Usia Terlantar (60 th ke atas)
	770
	770
	740
	380

	10
	Lanjut Usia Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah
	-
	-
	-
	-

	11
	Penyandang Cacat (19 th ke atas)
	1.130
	1.106
	1.103
	1.064

	12
	Penyandang Cacat Eks. Penderita
Kronis (19 th ke atas)
	62
	62
	62
	62

	13
	Tuna Susila
	-
	-
	-
	-

	14
	Pengemis
	-
	-
	-
	-

	15
	Gelandangan
	-
	-
	-
	-

	16
	Bekas Narapidana
	181
	168
	197
	301

	17
	Korban Penyalahgunaan Napza/HIV Aids
	43
	43
	43
	43

	19
	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
	728
	716
	626
	595

	20
	Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis
	9
	40
	35
	-

	No
	Jenis PMKS
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	21
	Komunitas Adat Terpencil
	40
	110
	110
	110

	22
	Masyarakat yang Tinggal di Daerah
Rawan Bencana
	-
	36
	41
	131

	23
	Korban Bencana Alam
	
	2
	3
	30

	24
	Korban Bencana Sosial/Pengungsi
	
	71
	120
	72

	25
	Pekerja Migran Terlantar
	-
	-
	-
	-

	26
	Keluarga Rentan
	-
	-
	-
	-

	27
	Keluarga Fakir Miskin
	4.610
	4.560
	4.505
	4.400

	
	JUMLAH TOTAL
	9.517
	9.608
	9.498
	8.953


Sumber : Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Di bidang kebudayaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan urusan ini. Namun untuk hal ini memang belum terlalu berkembang di Kabuapten Tabalong, meskipun peluang itu masih terbuka lebar. Adanya sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan salah satu stimulus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada.

t. Pemerintahan Umum (Otonomi Daerah)

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagai sebuah daerah otonom mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  yaitu mengurusi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemerintah Daerah tidak mengurusi urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, seperti Urusan Luar Negeri, Pertahanan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, agama, dan lain-lain.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar dapat terwujud masyarakat Kabupaten Tabalong yang sejahtera. Untuk itu berbagai kebijakan, program maupun kegiatan dilaksanakan. 
Dalam urusan pemerintahan sendiri telah dilaksanakan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah. Selanjutnya juga ada Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (Simda), survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pemerintah Daerah, Layanan Pengadaan Umum (LPU).

u. Statistik Dan Kearsipan
Urusan statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Tabalong. Output yang dihasilkan dan menjadi rutinitas setiap tahun diantaranya adalah Dokumen Kabupaten Tabalong Dalam Angka (KDA) dan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) serta dokumen .... Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen lain yang dikerjasamakan tergantung dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah yang biasanya mempunyai kegiatan rutin setiap tahun, seperti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Kearsipan.

v. Ketahanan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi isu penting dalam setiap pembangunan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus bisa diwujudkan. Beberapa indikator yang menjadi acuannya adalah harga beras, harga kebutuhan pangan pokok, dan rasio konsumsi pangan normatif terhadap ketersediaan pangan serealia. Ketersediaan pangan utama dilihat dari standar konsumsi pangan utama yang ditetapkan pemerintah dibandingkan dengan produksi pangan utama di Kabupaten Tabalong, yaitu beras.
Adapun untuk harga beras, dilihat berdasarkan perkembangan antar waktu. Harga beras unggul di Kabupaten Tabalong terlihat tidak mengalami perubahan selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu sebesar Rp.6.500/kg. Sedangkan harga beras lokal  dari tahun 2009 sampai 2012 harganya selalu tetap yaitu sebesar Rp.10.000,-/kg, baru pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.11.000,-/kg.

Perkembangan harga beras di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut.
Sumber : Dinas Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Tabalong, Tahun 2014

Gambar 2.16.
Perkembangan Harga Beras di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2010 – 2013



2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di daerah. Urusan pilihan yang dominan di Kabupaten Tabalong adalah pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata

a. Pertanian

Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di kabupaten Tabalong, sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas panen komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Luas Panen Komoditas Pertanian Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2010 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Padi
	32.780
	32.513
	33.345
	32.840
	32.997

	2
	Jagung
	407
	545
	537
	530
	403

	3
	Ubi kayu
	440
	385
	442
	412
	420

	4
	Ubi Jalar
	304
	276
	129
	103
	96

	5
	Kacang Tanah
	295
	280
	290
	296
	300

	6
	Kedelai
	299
	320
	336
	229
	176

	7
	Kacang Hijau
	165
	152
	148
	136
	135


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong, Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa luas panen padi dari tahun 2009 sampai 2013 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luasan panen padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian.
Tanaman palawija yang terdiri dari kacang tanah, jagung, Ubi jalar, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau pada umumnya ditanam setelah musim panen padi atau saat air sawah kering, sehingga tanah dapat menunjang sistem perakaran yang tidak tahan genangan. Luas panen tanaman palawija secara umum fluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen terbesar setelah padi adalah jagung, ubikayu dan kacang tanah. 
Luas panen komoditas pertanian terutama padi dihitung berdasarkan luas lahan yang ditanami dan jumlah panen dalam setahun. Adapun untuk produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Perkembangan Produksi Komoditas Pertanian 
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2010 – 2013


	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Padi
	144.370
	139.534
	155.101
	155.591
	152.773

	2
	Jagung
	892
	1.522
	1.560
	1.584
	1.199

	3
	Ubi kayu
	6.301
	5.505
	6.328
	5.920
	6.027

	4
	Ubi Jalar
	3.147
	2.882
	2.348
	1.072
	1.002

	5
	Kacang Tanah
	366
	354
	348
	369
	373

	6
	Kedelai
	356
	383
	414
	284
	279

	7
	Kacang Hijau
	171
	157
	155
	146
	146


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong,  Tahun 2014


Dari tabel di atas dapat dilihat, produksi tertinggi didominasi oleh padi sebesar 144.370 ton pada tahun 2009, akan tetapi terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2010 menjadi  sebesar 139.534 ton. Namun pada tahun 2011 kembali terjadi peningkatan produksi menjadi  sebesar 155.101 ton dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi 155.591 ton. Tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan lagi menjadi 152.773 ton. Penurunan produksi tersebut disebabkan terjadi banjir pada lahan-lahan pertanian sehingga terjadi gagal tanam dan gagal panen, terutama di daerah selatan Kabupaten Tabalong. Disamping itu penurunan produksi juga disebabkan karena terjadi iklim yang ekstrim, sehingga pada musim kemarau masih terjadi hujan terutama pada lahan lebak, yang berakibat tidak bisanya penanaman bibit padi. Selain tanaman padi, produksi tanaman lain yang cukup tinggi produksinya adalah ubi kayu dan ubi jalar. 
Ketersediaan produksi tanaman pangan didaerah berkaitan erat dengan ketahanan pangan disuatu daerah/wilayah. Dari data produksi padi tersebut Kabupaten Tabalong dinyatakan surplus, artinya ketahanan pangan di daerah terjaga.

Tabel 2.41
Perkembangan Produktivitas Komoditas Pertanian
Di Kabupaten Tabalong  Tahun 2010 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Padi
	44,04
	42,92
	46,35
	47,38
	46,30

	2
	Jagung
	21,90
	27,92
	29,04
	29,88
	29,76

	3
	Ubi kayu
	143,20
	143,00
	143,17
	143,70
	143,49

	4
	Ubi Jalar
	103,50
	104,41
	104,48
	104,10
	104,33

	5
	Kacang Tanah
	12,41
	12,66
	11,99
	12,47
	12,45

	6
	Kedelai
	11,41
	11,98
	12,32
	12,38
	12,43

	7
	Kacang Hijau
	10,35
	10,35
	10,45
	10,74
	10,84


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong,  Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat produktivitas padi pada tahun 2009-2013 terjadi mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan itu disebabkan oleh antara lain karena adanya anomali iklim, infrastruktur yang belum memadai, alih fungsi lahan pertanian dan perubahan kebijakan pemerintah dari Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) menjadi subsidi benih.
Produktivitas jagung dari tahun 2009-2013 terus mengalami kenaikan. Secara umum tanaman jagung di Kabupaten Tabalong ditanam pada lahan sekitar persawahan maupun lahan persawahan (setelah dilakukan pemanenan padi) serta pada lahan karet yang baru dibuka. Kenaikan produktivitas tanaman jagung ini disebabkan karena belum optimalnya produksi padi disawah akibat musim kemarau dan anomali iklim. Para petani padi sering memanfaatkan lahan sawah mereka dengan menanam jagung  dalam menghadapi musim kemarau dan anomali iklim tersebut. Semakin panjang musim kemarau atau anomali iklim tersebut maka semakin banyak produksi tanaman jagung karena semakin panjang pula masa bertanam jagung. 
Untuk tanaman ubi kayu dan ubi jalar pola tanamnya sama seperti tanaman jagung, tetapi produktivitasnya tidak terlalu signifikan untuk kenaikan maupun penurunannya. Hal ini disebabkan kebutuhan pasar terhadap ubi kayu dan ubi jalar cenderung tetap setiap tahunnya.
Tanaman kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau secara umum ditanam masyarakat pada areal persawahan saat pra tanam dan pasca panen, pada lahan untuk perkebunan karet yang baru di buka dan di lokasi pinggiran sungai. Ketiga tanaman kacang-kacangan ini selain diambil hasilnya juga bermanfaat untuk menyuburkan lahan. Produktivitas ketiga tanaman ini selama tahun 2009-2013 tidak terlalu signifikan kenaikan maupun penurunannya, hal ini disebabkan oleh kebutuhan pasar yang cenderung tetap dari tahun ke tahun. 
Semua komoditas pertanian di atas ketersediaannya selain oleh produksi dalam Kabupaten Tabalong sendiri juga berasal dari luar Kabupaten. Hal ini disebabkan karena semua komoditas di atas (selain padi)  bukan tanaman pokok di Kabupaten Tabalong.

Peternakan
Sub sektor pertanian yang lain adalah peternakan. Perkembangan peternakan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2011 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	Sapi
	5.657
	5.647
	4.281

	2
	Kambing
	1.712
	1.884
	1.247

	3
	Kerbau
	7
	6
	2

	4
	Domba
	20
	-
	-

	5
	Ayam ras
	840.545
	923.650
	1.109.800

	6
	Ayam Buras
	168.603
	167.127
	163.823

	7
	Itik
	75.894
	75.823
	89.334


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong,   Tahun 2014

Bila dilihat trend perkembangannya, populasi ternak besar terlihat menurun dari tahun 2011 hingga 2013. Populasi ternak sapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak ada penambahan bibit sapi baru karena terkendala mekanisme regulasinya, banyaknya pemotongan betina produktif untuk mencukupi kebutuhan daging karena kurangnya sapi jantan yang siap potong, sementara permintaan daging terus meningkat dan pemasukan sapi kurang.

Tabel 2.43
Perkembangan Produksi Ternak Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2011 – 2013

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2011
	2012
	2013

	1
	Produksi Daging Sapi (Kg)
	287.862
	332.906
	384.945

	2
	Produksi Daging Kambing (Ton)
	28,4
	34
	44,5

	3
	Produksi Domba (Ton)
	-
	-
	-

	4
	Produksi Telur (Kg)
	
	
	

	
	- Ayam Buras
	151.367
	150.540
	160.540

	
	- Itik
	487.858
	507.694
	587.857

	5
	Produktivitas
	
	
	

	
	- Daging sapi (kg/ekor)
	90
	91
	92

	
	- Telur ayam buras      (kg/ekor)
	1,5
	1,5
	1,5

	
	- Telur itik (kg/ekor)
	15
	15
	15

	6
	Jumlah Peternak (Orang)
	
	
	

	
	- Sapi
	1180
	1200
	1200

	
	- Kambing
	12
	12
	15

	
	- Kerbau
	-
	2
	2

	
	- Domba
	-
	-
	-

	
	- Itik
	120
	120
	120

	
	- Ayam Pedaging
	90
	95
	95


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong,  Tahun 2014

Kenaikan produktivitas daging sapi disebabkan karena beberapa hal antara lain modifikasi pakan, kawin silang dengan bibit unggul melalui inseminasi buatan (IB). Pengobatan terhadap parasit juga berpengaruh terhadap produktivitas daging. Daerah penyebaran adalah wilayah utara dengan kecamatan Jaro, Haruai, Muara Uya, Tanjung. Produktivitas telur ayam tetap stabil karena sistem pemeliharaan mayoritas ekstensif (diumbar) sehingga produksi 1,5 Kg ( 28 butir) sudah optimal. Daerah penyebaran hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. Produktivitas telur itik cukup stabil 15 kg/ekor dengan pemeliharaan semi intensif dan sebagian kecil intensif mengingat untuk menekan biaya pakan operasional. Daerah potensi di wilayah selatan Kabupaten Tabalong (90%) yang bertopografi rawa.


Perkebunan
Tanaman yang merupakan komoditas perkebunan dominan dan paling banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong adalah tanaman karet dengan proporsi 95,52%, kelapa dengan proporsi 1,42%, kopi dengan proporsi 0,83% dan kemiri dengan proporsi 1,31% sedangkan komoditas tanaman lainnya relatif kecil dan penyebarannya terbatas. Sampai tahun 2013 telah tercapai luas areal sebesar 64.254 Ha dengan melibatkan kurang lebih 54.067 KK. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan ekspor hasil perkebunan, Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menetapkan karet sebagai komoditas perkebunan prioritas. 
Perkembangan luas tanam komoditas karet dengan kondisi awal pada tahun 2009 hinggal 2013  maka selama empat tahun luas tanam meningkat seluas 10.404 Hektar atau 19,32%, rata-rata pertumbuhan luas tanam 4,83% per tahun. Besarnya peningkatan luas tanam karet menunjukan prospek ekonomi usaha perkebunan sangat baik, karena harga jual bahan olah karet (bokar) pada tingkat petani yang baik. Harga yang kompetitif ini antara lain karena adanya industri pengolahan karet yang dapat menyerap hasil produksi perkebunan karet rakyat di Kabupaten Tabalong. Luas lahan tanam komoditas karet ini termasuk kebun masyarakat yang berada dalam kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan dan kawasan lainnya dalam RTRW Kabupaten Tabalong seperti kawasan industri, dan kawasan pertambangan yang belum dimanfaatkan atau belum dieksploitasi untuk industri dan tambang.
Perkembangan produksi komoditas karet dengan kondisi awal pada tahun 2009 sebanyak 34.427 ton/tahun hingga tahun 2013 sebanyak 61.235 ton/tahun selama empat tahun meningkat sebanyak 11.115 ton/tahun atau 32,32%, rata-rata pertumbuhan  produksi  8,07%  per  tahun.   Pertumbuhan  produksi  yang  terealisasi dalam rentang waktu empat tahun lebih besar dari pada target peningkatan produksi karet dalam Rencara Strategis Dinas Perkebunan, dimana ditargetkan peningkatan sebesar 438 ton (8,95%) dari 48.912 ton pada tahun 2009 menjadi 49.350 ton pada tahun 2013.  Pertumbuhan produksi dan produktifitas tanaman karet ini terkait dengan penggunaan bibit unggul dan perbaikan teknik budidaya yang dilakukan petani pekebun.
Pada sisi lain luas tanam komoditas perkebunan lainnya secara kumulatif mengalami penurunan sebesar 4.018 hektar atau 57,12% dengan rata-rata penurunan 14,28% per tahun.  Keadaan ini menunjukan adanya konversi tanaman menjadi tanaman karet dan alih fungsi lainnya, konversi menjadi kebun karet terjadi karena  besarnya minat petani untuk mengembangkan komoditas karet yang memberikan keuntungan finansial yang lebih baik. Peningkatan luas tanam, produksi dan produktivitas komoditas perkebunan sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 sebagaimana tabel berikut.


Tabel 2.44
Perkembangan Luas Areal Sektor Perkebunan                                              Di Kabupaten Tabalong Tahun 2011 – 2013

	No.
	Komoditas
	Luas Areal (Ha)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Karet
	53.850
	56.121
	56.498
	61.521
	68.811

	2.
	Kelapa Dalam
	2.785
	1.796
	1.741
	914
	1.012

	4.
	Kopi
	1.197
	1.036
	897
	554
	655

	5.
	Kemiri
	1.496
	1.423
	1231
	1.328
	1.024

	6.
	Kelapa Sawit
	415
	419
	355
	355
	259

	7.
	Lada
	187
	79
	67
	35
	36

	8.
	Pinang
	139
	64
	42
	33
	66

	9.
	Kapuk
	77
	43
	31
	7
	5

	10.
	Jambu Mente
	50
	30
	17
	1
	1

	11.
	Aren
	228
	193
	171
	65
	325

	12.
	Rumbia
	399
	359
	318
	146
	260

	13.
	Cengkeh
	32
	14
	10
	1
	0

	14.
	Kakao
	29
	42
	91
	41
	210

	15.
	Nilam
	-
	33
	53
	28
	0

	
	Jumlah
	60.884
	61.652
	61.522
	65.029
	67.270


Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Tabel 2.45
Perkembangan Produksi Sektor Perkebunan                                                    Di Kabupaten Tabalong Tahun 2011 – 2013

	No.
	Komoditas
	Produksi (Ton)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012*
	2013

	1.
	Karet
	34.427
	37.181
	38.625
	42.206
	61.235

	2.
	Kelapa Dalam
	8.053
	5.256
	5.121
	4.806
	1.055

	4.
	Kopi
	244,6
	141,0
	121,2
	118
	348

	5.
	Kemiri
	1.019
	986
	623
	631
	611.8

	6.
	Kelapa Sawit
	-
	-
	-
	5.173
	4.640

	7.
	Lada
	39,3
	18,8
	18,3
	18
	1

	8.
	Pinang
	30,3
	13,1
	13,1
	13
	12

	9.
	Kapuk
	11,8
	6,1
	4,3
	4
	1.1

	10.
	Jambu Mente
	4,46
	1,58
	0,93
	1
	0.09

	11.
	Aren
	328
	252
	198
	198
	1.351

	12.
	Rumbia
	1.114
	1.074
	989
	848
	687

	13.
	Cengkeh
	1,04
	0,058
	0,05
	0,04
	0,002

	14.
	Kakao
	1,62
	0,54
	0,54
	-
	0,90

	
	Jumlah
	45.271
	39.498
	40.440
	44.047
	47.172


Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014
Tabel 2.46
Perkembangan Produktivitas Sektor Perkebunan 
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2011 – 2013

	No.
	Komoditas
	Produktivitas
(Ton/Ha)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012*
	2013

	1.
	Karet
	0,995
	1,038
	1,041
	1,103
	1,300

	2.
	Kelapa Dalam
	3,488
	3,428
	3,423
	3,425
	1,500

	4.
	Kopi
	0,153
	0,155
	0,141
	0,141
	0,53

	5.
	Kemiri
	0,769
	0,757
	0,712
	0,712
	0,691

	6.
	Kelapa Sawit
	-
	-
	-
	14,571
	20.0

	7.
	Lada
	0,221
	0,304
	0,299
	0,299
	1

	8.
	Pinang
	0,288
	0,205
	0,265
	0,265
	0,256

	9.
	Kapuk
	0,197
	0,197
	0,195
	0,195
	0,196

	10.
	Jambu Mente
	2,238
	0,067
	0,085
	0,085
	0,087

	11.
	Aren
	1,774
	1,709
	1,554
	1,554
	9,14

	12.
	Rumbia
	4,254
	4,273
	4,271
	4,260
	4,27

	13.
	Cengkeh
	0,040
	0,005
	0,005
	0,004
	0,0

	14.
	Kakao
	0,100
	0,052
	0,052
	-
	0,7

	
	Jumlah
	11,754
	9,410
	9,248
	23,810
	1,521


Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Kelembagaan petani yang terkait dengan usaha perkebunan rakyat hingga tahun 2013 tercatat jumlah pekebun sebanyak 50.622 kepala keluarga, jumlah kelompok tani pekebun sebanyak 437 kelompok dari 742 kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mengusahakan tanaman perkebunan sebanyak 60 Gapoktan dari 109 gapoktan di seluruh Kabupaten Tabalong.
Disamping perkebunan rakyat terdapat Perkebunan Besar Swasta berupa tanaman kelapa sawit seluas 6.122.19 Ha dan calon areal kebun kelapa sawit yang belum tertanam seluas 20.667 Ha, terdiri dari :
1. PT. Astra Agro Lestari 1, IUP Nomor 38 tahun 2005 seluas 412 Ha, IUP No. 75 tahun 2005 perkebunan kelapa sawit seluas 4.110,19 Ha
2. PT. Cakung Permata Nusa 1, IUP Nomor 90 tahun 2003 yang diterbitkan atas nama PT. Cakung Permata Nusa untuk perkebunan kelapa sawit seluas 5.556,11 Ha, sebagian besar areal kebun take over kepada PT Alam Tri Abadi, sisa 628,99 Hektar di Afdelling D (Wayau, Pangi, Kambitin)
3. PT. Alam Tri Abadi, take over tahun 2011 dari IUP Nomor 90 tahun 2003 yang diterbitkan atas nama  PT. Cakung Permata Nusa untuk perkebunan kelapa sawit seluas 5.556,11 Ha. Setelah perluasan areal tambang sisa areal kebun tinggal seluas 1.600 Ha 
4. PT. Cakung Permata Nusa 2 IUP Nomor 131 tahun 2007 perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 Ha (penanaman belum terealisasi)
5. PT.Berkat Kapuas, IUP nomor 188.45 tahun 2012 perkebunan kelapa sawit seluas 10.667 Ha (penanaman belum terealisasi).
Sedangkan industri pengolahan hasil perkebunan, terdiri atas :
1. PT. AAL 1 (Pabrik CPO, IUP pengolahan 2013) 
2. PT. ATA (pabrik lateks pekat IUP tahun 2003 a.n. PT CPN) pabrik CPO ditutup Januari 2014.
3. PT. Bumi Jaya (Industri karet remah Crumb rubber). IUP Nomor 809 tahun 2007.
4. PT. Kelua Raya, (Industri Crumb rubber).

Perikanan

Walaupun produksi budidaya ikan di kolam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan tetapi produktivitas secara umum justru kebalikannya. Setelah terjadi kenaikan produktivitas yang cukup besar pada tahun 2010. Mulai tahun 2011 sampai dengan 2013 produktivitas budidaya ikan di kolam cenderung menurun setiap tahunnya. Jika diamati, peningkatan produksi tidak sebanding dengan peningkatan luas areal perkolaman. Pertambahan luas areal kolam tidak otomatis untuk siap berproduksi karena perlu proses dan tidak semua kolam dengan kondisi pengairannya bisa berproduksi sepanjang tahun. Di samping itu perkolaman baru belum intensif dalam pembudidayaan ikan.
Jika ditinjau dari aspek lokasi, areal perkolaman di Kabupaten Tabalong terletak di Kecamatan Tanjung, Tanta, Murung Pudak. Dari ketiga Kecamatan tersebut maka sebagian besar areal perkolaman ini terletak di Kecamatan Tanjung sehingga dapat dikatakan Kecamatan Tanjung sebagai penyumbang produktivitas tertinggi budidaya ikan di kolam.
Produktivitas budidaya ikan di karamba secara umum cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan produksi dan pertambahan luas areal yang cukup stabil. Budidaya ikan di karamba ini banyak dilakukan pada masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai. Budidaya ikan dalam karamba sempat mengalami penurunan drastis saat terjadinya wabah KHV (Koi Herves Virus) pada tahun 2006. KHV merupakan penyakit ikan spesifik yang menyerang ikan mas di karamba. Akibat KHV ini maka selama tahun 2006 sampai 2007 pembudidayaan ikan mas dalam karamba dihentikan untuk memutus rantai perkembangan KHV itu dan untuk sementara karamba – karamba ikan mas digunakan untuk pembudidayaan ikan nila. 
Pada tahun 2011 sampai 2013 usaha budidaya ikan masyarakat mulai tumbuh kembali. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya wabah KHV dan juga adanya program PUM - PB (Pengembangan Usaha Mina Perikanan Budidaya) dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Jika ditinjau dari aspek lokasi maka penyumbang produktifitas tertinggi dari budidaya ikan dalam karamba berasal dari Kecamatan Banua Lawas.
Budidaya ikan di sawah (minapadi) merupakan usaha budidaya sampingan dari usaha utama bercocok tanam padi di sawah dimana eksistensinya sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Kondisi ini mengakibatkan budidaya minapadi agak sulit untuk berkembang. Seluruh kegiatan minapadi ada di Kecamatan Jaro sehingga produktivitas minapadi ini seluruhnya berasal dari Kecamatan Jaro. Untuk sektor perikanan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.47
Perkembangan Sektor Perikanan Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2011 – 2013

	No.
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Produksi budidaya di kolam (ton)
	1.220,9
	2.677
	2.703,6
	2.704,5
	2.806,8

	2.
	Luas areal kolam (ha)
	65,4
	50
	54,1
	56,1
	64,7

	3.
	Produktivitas kolam (ton/ha)
	18,7
	53,6
	50,0
	48,2
	43,4

	4.
	Produksi budidaya di karamba (ton)
	974
	1.927
	1.973,1
	2.521,7
	3.273,2

	5.
	Luas areal karamba (ha)
	2,2
	1,2
	1,4
	1,6
	1,9

	6.
	Produktivitas karamba (ton/ha)
	442,7
	1.605,9
	1.409,4
	1.576,1
	1.722,8

	7.
	Produksi budidaya minapadi(ton)
	63,8
	36
	27,6
	32,7
	28,6

	8.
	Luas areal minapadi (ha)
	65,7
	5
	3,7
	3,7
	3,7

	9.
	Produktivitas minapadi (ton/ha)
	0,97
	7,2
	7,5
	8,9
	7,8


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong,  Tahun 2014


b. Kehutanan

Hutan mempunyai peranan penting untuk stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, kurang lebih 65% dari luas Kabupaten Tabalong ditunjuk sebagai kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Luas Kawasan Hutan  Di Kabupaten Tabalong (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009)

	No.
	Nama
Kecamatan
	Kawasan Hutan Menurut Fungsi (ha.)

	
	
	Hutan Lindung
	Hutan Produksi Terbatas
	Hutan Produksi Tetap
	Hutan Produksi Konversi (HPK)

	1.
	Banua Lawas
	-
	-
	-
	-

	2.
	Haruai
	1.420
	-
	6.810
	-

	3.
	Jaro
	8.621
	8.066
	5.470
	-

	4.
	Kelua
	-
	-
	-
	32

	5.
	Muara Harus
	-
	-
	-
	-

	6.
	Muara Uya
	66.905
	44.793
	47.847
	-

	7.
	Murung Pudak
	-
	-
	4.390
	-

	8.
	Pugaan
	-
	-
	-
	-

	9.
	Tanjung
	-
	-
	-
	2.332

	10.
	Tanta
	-
	-
	-
	-

	11.
	Upau
	5.938
	-
	6.670
	-

	12.
	Bintang Ara
	3.785
	1.124
	25.060
	33

	
	Jumlah
	86.669
	53.983
	96.247
	2.397


Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong Tahun 2014

Sedangkan lahan krittis di Kabupaten Tabalong baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, selama 5 (lima) tahun terakhir sudah menurun. Hal ini merupakan usaha konservasi pada lahan kritis yang dilaksanakan setiap tahun. Data lahan kritis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Luas dan Sebaran Lahan Kritis  Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 - 2013

	No
	Fungsi Hutan
	Luas (Ha)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Dalam Kawasan Hutan
	21.441,00
	20.376,00
	20.326,00
	20.076,003

	2
	Luar Kawasan Hutan
	16.405,00
	16.242,18
	16.167,18
	16.092,179

	
	JUMLAH
	37.846,00
	36.618,18
	36.493,18
	36.168,18


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka, BPS, Tahun 2013
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara total luas lahan kritis yang semula pada tahun 2009 seluas 37.846 Ha menurun menjadi 36.168,18 Ha pada tahun 2012. Luas lahan kritis dalam kawasan hutan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami penurunan seluas 1.365 Ha, sedangkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan mengalami penurunan seluas 312,82 Ha.

c. Pariwisata
Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarian seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabalong, terbagi dalam tiga katagori yaitu Obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan rekreasi budaya.
Obyek wisata alam seperti air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Banua Lawas, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya, sampai sekarang belum dikelolak secara profesional, sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Obyek wisata buatan seperti Tanjung Puri, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalang jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro serta tempat hiburan atau rekreasi budaya/religi seperti Mesjid Pusaka Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas, Makam Syech Nafis di Kecamatan Kelua, Mesjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai, dan Pemukiman Suku Dayak di Kecamatan Tanta, juga mengalami nasib yang sama dengan obyek wisata alam.
Obyek-obyek wisata di Kabupaten Tabalong ditinjau dari sarana dan prasarananya, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan masih belum memadai. 

d. Perindustrian
Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan ekspor guna menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta mengembangkan kemampuan teknologi.
Bila dilihat dari unit usaha menurut kelompok industri, maka industri kerajinan merupakan kelompok industri terbesar dengan jumlah mencapai 1.694 unit. Kelompok industri terbesar berikutnya adalah industri pangan sebanyak 1.652 unit dan industri kimia bahan bangunan sebanyak 870 unit. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Tabalong adalah industri kerajinan yang bersifat non formal. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Tabel 2.50
Jumlah Unit Usaha Menurut Kelompok Industri                                              Di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 - 2013

	No
	Kelompok Industri
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Industri Pangan
	1.471
	1.519
	1.550
	1.583
	1.652

	2
	Industri Sandang
	694
	708
	724
	751
	767

	3
	Industri Kimia Bahan Bangunan
	771
	738
	778
	832
	870

	4
	Industri Logam dan Elektro
	604
	691
	741
	799
	847

	5
	Industri Kerajinan
	1.552
	1.606
	1.627
	1.677
	1.694


Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

e. Perdagangan

Peningkatan usaha perdagangan yang legal dapat tergambar dari penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan golongan usaha. Pada perusahaan kecil dan menengah peningkatan terjadi pada tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari meningkatkan penerbitan ijin untuk usaha tersebut. Namun pada tahun 2011 hingga 2013 cenderung terjadi penurunan rata-rata sebesar 19,2%. Perkembangan usaha perdagangan ditinjau dari penerbitan ijin usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51
Perkembangan Penerbitan SIUP  Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

	No.
	Golongan Usaha
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Perusahaan Kecil
	364
	447
	305
	281
	259

	2.
	Perusahaan Menengah
	102
	111
	76
	70
	57

	3.
	Perusahaan Besar
	47
	3
	34
	1
	6

	
	Jumlah
	513
	561
	415
	352
	322


Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Salah satu kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan adalah dengan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Peningkatan penerbitan TDP di Kabupaten Tabalong terjadi pada perusahaan berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dengan rata-rata peningkatan sebesar 24%. Demikian juga penerbitan TDP terhadap perusahaan dalam PO rata-rata meningkat sebesar 9,6%. Data perkembangan penerbitan TDP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Perkembangan Penerbitan TDP  Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

	No.
	Bentuk Perusahaan
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	PT
	25
	32
	35
	41
	55

	2.
	Koperasi
	4
	0
	3
	1
	2

	3.
	CV
	147
	136
	146
	203
	147

	4.
	FA
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	PO
	121
	116
	120
	141
	151

	6.
	BUL
	1
	3
	2
	0
	1

	
	Jumlah
	298
	287
	306
	386
	356


Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Untuk penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kabupaten Tabalong hanya 1 TDG setiap tahunnya dengan klasifikasi gudang kecil. Data penerbitan TDG dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Penerbitan TDG  Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

	No.
	Klasifikasi Gudang
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Kecil
	 
	2
	0
	1
	1

	2.
	Menengah
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Besar
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Jumlah
	1
	2
	0
	1
	1


Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Pelaksanaan kemetrologian terutama pelayanan tera dan tera ulang UTTP cenderung menurun setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sebesar 15%. Hal ini terutama disebabkan oleh karena rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk menera/tera ulang UTTP nya dan lemahnya pengawasan serta belum adanya unit pengawasan maupun pelayanan tera di Kabupaten Tabalong. Data perkembangan kemetrologian di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Perkembangan Kemetrologian  Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 – 2013

	No
	Tahun
	Jumlah Timbangan yang Ditera

	1.
	2009
	3.388

	2.
	2010
	3.629

	3.
	2011
	3.601

	4.
	2012
	2.526

	5.
	2013
	2.161


Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Komoditas yang diekspor di Kabupaten Tabalong hanya karet alam dan batubara. Untuk karet alam terjadi peningkatan ekspor dari tahun 2010 sampai 2013 dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,5%. Sedangkan untuk batubara pada tahun 2011 meningkat dibandingkan tahun 2010 yaitu dari 20.373.602 MT menjadi 26.013.062 MT, dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 26.941.456 MT. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 26.421.984 MT. Penurunan pada tahun 2013 ini disebabkan menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor sebagai akibat adanya krisis ekonomi dunia. Data ekspor karet alam dan batubara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Perkembangan Ekspor Karet Alam Dan Batu Bara
[bookmark: _GoBack] Kabupaten Tabalong Tahun 2010 – 2013

	No.
	Komoditas                       Ekspor
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Karet Alam
	21.639.240 Kg
	19.309.720 Kg
	23.146.580 Kg
	23.782.100 Kg

	2.
	Batu Bara
	20.373.902 MT
	26.013.062 MT
	26.941.456 MT
	26.421.984 MT


Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tabalong, Tahun 2014
2.4. Aspek Daya Saing Daerah 
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB kabupaten. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Selama periode 2009 -2013 rasio konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Tabalong berkisar antara 5,67 – 6,38 per tahun. Dari tabel dibawah ini terlihat adanya perkembangan rasio tertinggi angka konsumsi rumah tangga perkapita terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,38.

Tabel 2.56
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita  Di Kabupaten Tabalong 
Tahun 2009 - 2012

	No
	Uraian
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	1
	Total Pengeluaran RT
	290.841
	324.505
	377.606
	394.237

	2
	Jumlah RT
	51.268
	58.279
	60.048
	61.778

	3
	Rasio
	5,67
	5,57
	6,29
	6,38


Sumber : BPS Kabupaten Tabalong (Diolah)

b. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur tingkat kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani untuk produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih dari 100 artinya apa yang didapatkan petani dari hasil usahanya lebih besar dibandingkan segala kebutuhan yang harus dikeluarkannnya.

Tabel 2.57
Nilai Tukar Petani Kabupaten Tabalong Tahun 2009 - 2013

	No
	Uraian
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	1
	Indeks Harga Yang Diterima Petani (lt) 
	118,79
	132,13
	141,48
	145,14
	145,23

	2
	Indeks Harga Yang Dibayar Petani (lb)
	118,30
	124,04
	130,51
	134,58
	134,82

	3
	Nilai Tukar Petani
	100,41
	106,50
	108,40
	107,85
	105,14


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong, Tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat adanya kenaikan indeks yang diterima petani, walaupun kenaikan tersebut tidak begitu besar dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2009, NTP sudah lebih dari 100, yang artinya petani sudah bisa memenuhi kebutuhannya dari hasil usaha tani yang dilakukan dan telah dapat keuntungan meskipun masih kecil. Dari nilai NTP tersebut keuntungan yang diterima petani masih perlu ditingkatkan, karena dengan nilai tersebut keuntungan yang diterima oleh petani atas usaha yang mereka lakukan dinilai masih kecil.
Dengan melihat rendahnya nilai tukar petani tersebut, maka diperlukan perhatian pemerintah baik dari segi teknologi, sarana dan prasarana, dan upaya pemasaran untuk meningkatkan nilai jual komoditas yang dihasilkan oleh petani dalam upaya meningkatkan pendapatan petani.


c. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Umumnya, pada rumah tangga dengan pendapatan yang tinggi, porsi konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi makanan dan non makanan. Dengan demikian porsi konsumsi makanan dan non makanan menggambarkan kesejahteraan penduduk atau rumah tangga.
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan) dipakai untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita didapatkan dari proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap pengeluaran.

Tabel 2.58
Persentase Pengeluran Rumah Tangga Non Pangan  
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 - 2012

	No
	Uraian
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	1
	Total Pengeluaran RT Non Pangan
	68,32
	73,11
	92,18
	90,38

	2
	Total Pengeluaran
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3
	Rasio
	0,68
	0,73
	0,92
	0,90


Sumber : BPS Kabupaten Tabalong, (Diolah)

Pada tabel diatas terlihat persentase konsumsi RT Non-Pangan pada tahun 2009 sebesar 0,68% kemudian naik menjadi 0,73% pada tahun 2010, meningkat lagi menjadi 0,92% pada tahun 2011, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 0,90%.
Dengan melihat data diatas tergambarkan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat dari tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Tabalong tidak mengalami banyak perubahan. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum alokasi pengeluaran penduduk Kabupaten Tabalong untuk pangan rendah dan alokasi pengeluaran untuk non pangan sudah tinggi, artinya tingkat kesejahteraan penduduk/rumah tangga sudah baik.

2.4.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

a.  Aksesibilitas Daerah
Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastuktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Tabalong saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten.
Dari sisi transportasi jalan raya, Akses dari dan ke wilayah Kabupaten Tabalong dengan menggunakan jaringan transportasi darat dapat dilalui dari tiga arah yaitu; (1) dari arah  selatan yang merupakan lalu-lintas dari Kota Banjarmasin dan wilayah sekitarnya; (2) dari arah Barat yang merupakan lalu-lintas dari Kota Amuntai dan Kota Tamiyang Provinsi Kalimantan Timur; (3) dari arah utara yang merupakan lalu-lintas dari Kota Balikpapan dan Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur.
Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Tabalong meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Pelayanan angkutan umum ini dapat dilihat pada tabel berikut.








Tabel 2.59
Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Tabalong 

	Trayek Angkutan Umum
	Jumlah Armada (Unit)

	Antarkota Antar Provinsi
	5

	Pariwisata
	1

	Antarkota Dalam Provinsi 
	389

	Angkutan Pedesaan 
	38

	Angkutan Kota
	3

	Angkutan Sewa/Travel
	36

	Angkutan Perintis/Damri
	6

	JUMLAH
	478


Sumber : Dinas Perhubungan dan Telematika Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Adapun panjang jalan di Kabupaten Tabalong dari tahun 2009 hingga tahun 2013 meningkat sepanjang 25,61 km, dimana pada tahun 2009 sepanjang 1.062,06 km pada tahun 2013 menjadi 1.087,68 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 118,26 km, jalan provinsi sepanjang 65,29 km dan jalan kabupaten sepanjang 904,126 km. Dan saat ini kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik selalu mengalami peningkatan.
Disamping angkutan darat, Kabupaten Tabalong mempunyai sarana angkutan udara berupa Bandara Perintis di Warukin yang saat ini dipakai oleh pesawat yang dikontrak oleh PT. Adaro Indonesia untuk penerbangan ke bandara Syamsudinnoor Banjarmasin sebanyak 2 kali penerbangan setiap harinya.

b.  Penataan Wilayah
Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang no 26 tahun 2007 yang penggantikan Undang-undang no 24 tahun 2002 tentang Penataan Ruang, dimana setiap kabupaten diwajibkan menyusun RTRW Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang terbaru tersebut dan menetapkannya menjadi Perda maksimal 3 tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan. Kabupaten Tabalong sendiri sejak tahun 2005 tidak mempunyai Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten, hal ini disebabkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tabalong Nomor 5 tahun 1995 tentang RTRW Kabupaten Tabalong sudah habis masa berlakunya yaitu selama 10 tahun, sehingga dari tahun 2005 sampai sekarang, Kabupaten Tabalong tidak mempunyai arahan perencanaan struktur dan pola ruang. Hal ini jugalah yang menyebabkan rendahnya ketaatan terhadap RTRW Kabupaten. Untuk mengatasi hal tersebut, dari tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menyusun RTRWK  yang dimulai dengan penyusunan materi teknis, kemudian penyusunan raperdanya yang dimulai sejak tahun 2008, sebagai upaya penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK. Proses penetapan ini sangat panjang mulai dari pembahasan di Kabupaten, kabupaten berbatasan, Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Pusat. Pada tahun 2014 ini Kabupaten Tabalong sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang RTRWK  yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor........  tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034.
Untuk pengembangan wilayah perkotaan direncanakan untuk pembangunan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kota Tanjung yang merupakan kawasan perkotaan harusnya juga sesuai dengan definisi diatas. Namun terdapat beberapa permasalahan keruangan di Kota Tanjung antara lain :
· Tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang terus meningkat memerlukan upaya pengembangan permukiman dan perumahan yang layak dalam rangka permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur serta penyebaran atau pendistribusian penduduk yang rasional.
· Terlalu terpusatnya seluruh kegiatan di Kota Tanjung menyebabkan stagnansi dalam pertumbuhannya.
· Adanya rencana pembangunan fasilitas-fasilitas strategis seperti perkantoran dan infrastruktur yang baru, yaitu pembangunan Kantor Pemerintahan, pembangunan pasar serta fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas pendidikan (sekolah).
· Masih sangat kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman kota dan hutan kota untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka diperlukan lahan-lahan yang berada di sekitar pemukiman untuk pengembangan RTH di Kota Tanjung.
Adanya beberapa permasalahan tersebut, sehingga diperlukan pengembangan Kota Tanjung agar pembangunan Kota Tanjung lebih terarah. Pengembangan kawasan ini memerlukan skenario yang meliputi berbagai aspek perencanaan yang dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan secara bertahap. Dengan keterpaduan ini diharapkan pengembangan wilayah ini dapat terselenggara dengan lebih terkoordinasi serta berjalan secara sinergis dengan pengembangan bagian-bagian lain dari kawasan perkotaan Tanjung.

c. Fasilitas Bank dan Non Bank
Sampai tahun 2013 di Kabupaten Tabalong terdapat sejumlah yang sudah beroperasi baik bank umum konvensioal, bank umum syariah maupun BPR Konvensional. Ini menunjukkan perkembangan perbankan di Kabupaten Tabalong cukup menggembirakan khususnya Bank Umum Konvensional dan Syariah seperti Bank Kalsel, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank Danamon Simpan Pinjam, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Mega, BTPN, dan Bank mandiri Syariah. Segmentasi Pasar bagi bank – bank ini terutama pada sektor industri dan perdagangan.


d. Ketersediaan Air Bersih
Ketersediaan air bersih di Kabupaten Tabalong sebagian besar dilayani oleh PDAM, terutama untuk daerah perkotaan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Jumlah pelanggan PDAM dari tahun 2009 sampai tahun 2012 selalu meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 783 pelanggan per tahun. Jumlah peningkatan pelanggan PDAM dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah sebesar 2.350 pelanggan. Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Jumlah Pelanggan PDAM  Kabupaten Tabalong
Tahun 2009-2012

	No
	Pelanggan
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Rumah Tangga
	10.216
	10.820
	10.072
	10.917

	2
	Hotel dan Obyek Wisata
	-
	-
	12
	324

	3
	Badan Sosial dan Rumah Sakit
	687
	612
	154
	3

	4
	Tempat Peribadatan
	-
	-
	359
	69

	5
	Sarana (Fasilitas) Umum
	316
	313
	-
	418

	6
	Perusahaan, Toko dan Industri
	172
	179
	2.015
	1.809

	7
	Instansi/Kantor Pemerintah
	-
	-
	149
	158

	8
	Pelabuhan
	-
	-
	-
	-

	9
	Terminal Air
	-
	-
	-
	43

	10
	Lain-Lain
	-
	-
	-
	-

	
	Jumlah
	11.391
	11.924
	12.761
	13.741


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka/BPS, Tahun 2013

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal pelayanan air bersih pedesaan adalah Pansimas. Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kabupaten Tabalong baru mendapatkan program ini pada tahun 2014 untuk 10 desa.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator yang berguna dalam menggambarkan tingkat keamanan masyarakat adalah indikator angka kriminalitas, semakin rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan. Selain itu investasi yang masuk ke suatu daerah juga bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing suatu daerah berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan di pengaruhi oleh berbagai variabel diantaranya regulasi, perbankan, stabilitas (keamanan/kriminalitas), perijinan dan hotel. Investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung tingkat resiko yang rendah (keamanan) dan iklim investasi yang kondusif diantaranya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi (High Cost). Angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Angka Kriminalitas Di  Kabupaten Tabalong Tahun 2009 - 2013

	Uraian
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	Jumlah Kriminalitas
	273
	307
	393
	479
	356

	Jumlah Penduduk
	206.830
	218.620
	224.386
	228.051
	231.699

	Angka Kriminalitas (JK/JP x 10.000)
	0,00132
	0,00140
	0,00175
	0,00210
	0,00154


Sumber : Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir angka kriminalitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan di Kabupaten Tabalong semakin rendah. Untuk itu perlu penanganan serius agar tingkat keamanan tersebut semakin meningkat, sehingga iklim investasi bisa semakin baik.
Selain angka kriminalitas, jumlah demontrasi juga berpengaruh terhadap iklim berinvestasi. Jumlah demonstrasi merupakan jumlah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah penekanan secara politik oleh kepentingan tertentu.

Tabel 2.62
Jumlah Demonstasi Di  Kabupaten Tabalong Tahun 2009 - 2012

	No
	Uraian
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	1
	Bidang Politik
	0
	0
	0
	0

	2
	Ekonomi
	0
	0
	0
	0

	3
	Kasus Pemogokan Kerja
	0
	0
	0
	0

	4
	Jumlah Unjuk Rasa
	1
	1
	1
	1


Sumber : Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Tabalong, Tahun 2014

Jumlah demo di Kabupaten Tabalong dari  tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak banyak terjadi, dimana sejak tahun 2009 sampai 2013 hanya terjadi unjuk rasa hanya sekali setiap tahunnya. 
Untuk kebijakan pajak dan retribusi, sampai dengan tahun 2013 terdapat 10 Pajak Daerah dan 31 Retribusi Daerah. Rincian pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah  Kabupaten Tabalong 

	NO
	JENIS SUMBER PENDAPATAN

	
	

	A
	PAJAK DAERAH

	1
	Pajak Hotel

	2
	Pajak Restoran

	3
	Pajak Hiburan

	4
	Pajak Reklame

	5
	Pajak Penerangan Jalan

	6
	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

	7
	Pajak Air Bawah Tanah

	8
	Pajak Sarang Burung Walet

	9
	Pajak BPHTB

	10
	Pajak Parkir

	11
	ajak PBB-P2

	B
	RETRIBUSI DAERAH :

	1
	Ret. Pelayanan Kesehatan

	2
	Ret. Pelayanan Persampahan/ kebersihan

	3
	Ret. Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

	4
	Ret. Pelayanan Pasar

	5
	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor

	6
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah

	7
	Ret. Pasar Grosir/ Pertokoan

	8
	Ret. Terminal

	9
	Ret. Tempat Khusus Parkir 

	10
	Ret. Sewa Tempat Rekreasi & O.R

	11
	Ret. Rumah Potong Hewan

	12
	Ret. IMB

	13
	Ret. Ijin gangguan

	14
	Ret. Ijin Trayek DLLAJ

	15
	Ret. Ijin Domisili Usaha

	16
	Ret. Ijin Jasa Usaha Pertambangan Umum

	17
	Ret. Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

	18
	Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta


Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong, Tahun 2014



2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan terhadap tingkat kelulusan pada S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang berusia produktif.

Tabel 2.64
Rasio Kelulusan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2012

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Rasio Lulusan S1/S2/S3
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05


 Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka (data diolah), Tahun 2013
	
Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tabalong mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, dan pada tahun 2011 tingkat pendidikan mengalami peningkatan yakni dari jumlah penduduk sebanyak 211.699 orang ada 7.974 orang jumlah penduduk yang berpendidikan S1/S2/S3 atau dengan rasio sebesar 0,04. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dari tahun 2010 yang rasionya sebesar 0,03.

Tabel 2.65
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2012

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Rasio Ketergantungan 
	0,50
	0,52
	0,51
	0,50


Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka (data diolah), Tahun 2013

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk  yang tidak produktif. Penduduk berusia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Sedangkan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap penduduk yang belum produktif dan penduduk yang berusia diatas 65 tahun dianggap sebagai penduduk yang tidak produktif.
Dari Tabel 2.65 di atas, rasio ketergantungan di Kabupaten Tabalong dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berfluaktif dari sebesar 0,50 pada tahun 2009 meningkat menjadi 0,52 pada tahun 2010 kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 0,51 pada tahun 2011 dan 0,50 di tahun 2012.
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Angka Melek Huruf (%)
2009	2010	2011	2012	2013	96	97.1	98.2	98.69	98.9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	2009	2010	2011	2012	2013	7.83	8.14	8.4600000000000009	8.17	8.4499999999999993	Tahun
SD/MI	2009	2010	2011	2012	2013	93.56	95.58	95.45	98.7	98.98	SMP/MTS	2009	2010	2011	2012	2013	70.84	71.92	73	74.069999999999993	75.150000000000006	SMA/MA/SMK	2009	2010	2011	2012	2013	58.65	62.93	63.3	65.540000000000006	70.09	Persen
SD/MI	2009	2010	2011	2012	2013	119.37	109.22	113.44	113.85	112.44	SMP/MTS	2009	2010	2011	2012	2013	93.56	95.25	98.75	91.25	92.29	SMA/MA/SMK	2009	2010	2011	2012	2013	94.91	88.79	90	78.680000000000007	81.680000000000007	Persen
Balita gizi kurang	2009	2010	2011	2012	2013	6.69	15.8	13.65	5.98	4.54	Balita gizi buruk	2009	2010	2011	2012	2013	0.06	0.01	4.0000000000000001E-3	0.04	0.01	Persen
Jumlah Kasus Kriminalitas	2009	2010	2011	2012	2013	273	368	393	479	356	Jumlah Kasus Yang Tertangani	2009	2010	2011	2012	2013	214	247	272	323	253	Angka Kriminalitas	2009	2010	2011	2012	2013	13.19	14.04	17.510000000000002	21	14.18	Kasus
Jumlah Posyandu	2009	2010	2011	2012	2013	263	272	276	267	271	Posyandu Aktif	2009	2010	2011	2012	2013	108	81	92	76	154	Jalan Negara	2009	2010	2011	2012	2013	99.57	99.83	99.83	100	100	Jalan Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013	79.349999999999994	90.19	85.22	90.67	97.26	Jalan Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013	53.88	46.96	49.58	54.57	57.25	Total	2009	2010	2011	2012	2013	59.795944116256862	55.838830501420823	57.316984209522182	61.737933855866409	64.301317671806686	Persentase
Jumlah Koperasi	2009	2010	2011	2012	2013	76	76	77	78	80	Jumlah Koperasi Aktif	2009	2010	2011	2012	2013	37	40	56	53	60	Persentase Koperasi Aktif (%)	2009	2010	2011	2012	2013	48.68	52.63	72.72	67.95	75	Unggul	2101	2011	2012	2013	6500	6500	6500	6500	Lokal	2101	2011	2012	2013	10000	10000	10000	10000	Rupiah
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